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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga
kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Temanggung Tahun 2027 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman
dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan
pemerintahan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Tahun 2027 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu
kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan
dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan

datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat
dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Temanggung.

Temanggung, 17 Juli 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TEN}\GA'K,ERJA
\K)\BUPATEN@EMANGGUNG

, "c/‘

errbing Gfama Muda (IV/c) l
NIP. 19660712 199403 2 006

fli | RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027



DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFTKAST ...ttt ettt eaees ii
KATA PENGANTAR .ottt et e e e e e iii
DAFTAR ISl oottt e e e e iv
DAFTAR TABEL ..ottt et et e e e e e v
DAFTAR GAMBARL. ...t et eaes vi
B A B Lt 1
PENDAHULUAN ...ttt et et ettt e et e et e e e e e e aenees 1
1.1. Latar BelaKang .......cououiiiiiiiiiii e 1
1.2, Landasan HUKUM.......coiiiiiiii e 7
1.3. Maksud dan TUJUAN «..c.eeiiii e 9
1.4. Sistematika PenuliSan .......c.cooiiiiiiiiiiiiiiii e 10
B A B I e 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH......ccoiiiiiiiiiiiiiiieee, 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tahun 2025-2029. ... e 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja..20
2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)............c............ 20
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ......c..coieiiiiiiiiiiiiiiiineeeeee 40
2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD......c.ccooiiiiiiiiiiiiieeer e, 43
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD ..............c..ccoiiiiinnn. 44
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 53
2.7. Inovasi Perangkat Daerah...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiii e 53
2.8, Penghargaan ......c.ooieuiuiiiiiii e 55
BAB I .ot e 56
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. .. ..ottt 56
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............cocoiiiiiiiiininiinininn.n. 56
3.2. Tuyjuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .56
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ........ 59
4.1. Program dan Kegiatan .........cccoeuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiri e 92
5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 ........c..ccoiiiiiiiiiiiiiinininnenee. 98
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 .......c.coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiene, 98

iv| RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027



Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7
Tabel 2.8

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 4.1

DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten

TeMANGEUIIE ..nvniniiiti ettt e aaas 12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung..........c.ccoeveveiiiinnininenn.. 21
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten
TeMANGGUIIG. . et 23
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025...........c.ccciviiiiiininnnn.n. 43
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.............. 45
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten TemangguUmng.......couvueueriinininiiniiniieeineeneineennen ceenes 53
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024 — 2026..........c.cccccenen.... 53

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun
2024 — 2026, .t 55
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027..............c.ccccoiiaene. 61
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun

1 0 PP 93
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.........c.ccooiiiiiiiiiis viiieennnn. 98
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027..........c.ccoiiiiiiiiiiiiininnnnn.. 99

v| RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan............

vi| RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan
bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja
(Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja
Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas
pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk
periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang
di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027

memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan
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nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan
daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
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Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan
kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja , pada dasarnya sama dengan
pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data
dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam
rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan
internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , yang menyangkut
aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
2) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja ;
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4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja ;

5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan

7) Informasilain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja .

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis
indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian
IKPD;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator
dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk
kondisi tahun 2025-2029;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan
Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan
APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari
definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari
semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja .

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja yang direncanakan,;

2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja
yang direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja yang direncanakan;
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Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau

kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul

terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau

tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK
Tahun 2025;

5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target
kinerja program;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja
kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya,
untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target
kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah
dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan
apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi
untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja , dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja  berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

[su-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan
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Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja ;

3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM
(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable
Developmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja ;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau
kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum
di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai
dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan
APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan
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serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja ;
Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari
seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan
data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan
dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas
dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang
terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi
birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur,
iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik,
hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja ;
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja  perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari
verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari
stakeholder terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat

Daerah.
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m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat
Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu
disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang
diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2044;

13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2044;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
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Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah.

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka
merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan
target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun
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1.4.

2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1.

Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel,
partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu Tahun 2027;
Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-
masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Tahun 2027;

Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027; dan

Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027.

Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja  Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas
pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025
terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja
untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan
dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan
terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan
menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun
pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel
berikut:
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun 2026 Kabupaten Temangg

118

Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun

2025 2026
Realisasi Capaian o
URUSAN/BIDANG Tingkat
URUSAN/ PROGRAM/ ;ggmrﬁfxfggﬁiﬁ SATUAN  Target  Realisasi . ..~ TargetRenstra B ga,‘l{‘Wl Capaian
KEGIATAN Renja PD  Renja PD Reaﬁsasi egla ;3256 Realisasi
Tahun Tahun Target
2025 Rp (DPA) Renstra
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 12=10/8
2| 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2|07 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2| 07| 01| 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
. .. Jumlah Orang yang
2| 07|01] 202 Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Bln 12 12 100 12 5.010.823.412 | 3 | 1.628.597.199 25
Tunjangan ASN .
Tunjangan ASN
2|07 | 01| 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah
. Jumlah Paket
Penyediaan Komponen .
Instalasi Komponen Instalasi
2107 | 01| 206 o Listrik/Penerangan Paket 12 12 100 12 5.000.000 0 - 0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor . .
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah - Paket Bahan
2|07 |01 ] 206 ¥ g Logistik Kantor yang Paket 12 12 100 12 20.639.000 3 4.728.000 25
Kantor . .
Disediakan
Jumlah Paket Barang
2] 07]| 01| 206 Penyediaan Barang Cetakan dan Paket 12 12 100 12 17.491.450 3 795.000 25
Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Laporan
2107 | 01| 206 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Laporan 12 12 100 12 11.732.502 3 1.319.000 25
Tamu
Penyelenggaraan Rapat
2|07 01| 206 Kordinasi dan Konsultasi | S0™ah  Laporan Laporan 12 12 100 12 34.666.000 3 2.735.500 25
SKPD Penyelenggaraan
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Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun

2025 2026
Realisasi Capaian .
RUSAN/BIDAN
AN o o INDIKATOR KINERJA s caci Target Renstra Tahun Program dan ngl.;at
URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN  SATUAN | Target  Realisasi .. .1 ¢ 2026 Kegiatan s.d TW1 = Sopaian
KEGIATAN Renja PD  Renja PD grat eglatan s. Realisasi
Realisasi
Tahun Tahun Target
Rp (DPA) Renstra
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 12=10/8
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2| 07| 01| 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah — Laporan
2107 |01 208 Penyediaan Jasa Laporan 12 12 100 12 1.000.000 0 - 0
Menyurat
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2| 07| 01| 208 Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, Sumber Laporan 12 12 100 12 82.954.325 3 14.824.223 25
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan | Penyediaan Jasa
2|07 |01] 208 Laporan 12 12 100 12 457.018.019 3 118.899.110 25
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
2|07 | 01| 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
. Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa .
. . Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Lapanean van
2|07 | 01209 Pemeliharaan, Pajak dan ipangan yans Unit 17 16 94,12 17 72.884.531 2 5.625.600 11,76
. . Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas . .
] dibayarkan Pajak dan
Operasional atau lapangan LY.
Perizinannya
2 [ 07 | 01| 209 | 5| Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Unit 8 8 100 - - 0 - 0
Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
2|07 |01 209 . . Mesin Lainnya yang Unit 10 9 90 26 10.000.000 1 350.000 3,85
dan Mesin Lainnya Dipelihara
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Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2025
URUSAN/BIDANG Realisasi Capaian 1, .p5¢

URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SATUAN Target Realisasi Target Renstra Tahun Program dan Capaian

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun
2026

KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN Renja PD  Renja PD l;l::lgil:::i 2026 Kegiatan s.d TW1 Realisasi

Tahun Tahun - Target
Rp (DPA) Renstra

1 2 3 4 S5 6 7=6/5 8 9 10 11 12=10/8
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Prasarana Gedung

2| 07 | 01 | 209 | o | Saranadan Prasarana Kantor atau . Unit 2 2 100 1 40.000.000 | 0 - 0
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

2|07 |03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2|07 |03 201 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan yang Mendapat
2107 | 03| 201 | 1| Ketrampilan bagi Pencari Pelatihan Berbasis Orang 144 224 100 96 300.000.000 0 - 0
Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Tahun
Kompetensi n
3|07 | 03| 202 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga
3[07 103|202 |1 Pelatihan Kerja Swasta Lembaga 20 33 100 20 5.500.000 0 - 0]

Pelatihan Kerja Swasta oy
yang dibina

2|07 | 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2| 07 | 04 | 201 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga

Kerja yang

2107 | 04| 201 | 2 | Pelayanan Antar Kerja - . Orang 200 1.269 100 200 4.500.000 370 125.000 185
Ditempatkan Melalui
Layanan AKAD dan AKL
Penyuluan dan et Penear,Eei
2107 | 04| 201 | 3 | Bimbingan Jabatan bagi yans P Orang 750 1.858 100 450 4.500.000 197 640.000 26,27

Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan

Pencari Kerja
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Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun

2025 2026
Realisasi Capaian .
RUSAN/BIDAN
AN o o INDIKATOR KINERJA s caci Target Renstra Tahun Program dan ngl.;at
URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN  SATUAN  Target — Realisasi ..., 2026 Kegiatan s.d TW1 = Sopaian
KEGIATAN Renja PD  Renja PD grat eglatan s. Realisasi
Realisasi
Tahun Tahun - Target
Rp (DPA) Renstra
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 12=10/8
Penyelenggaraan Unit %?éztaiﬁtasTe;;ga Kerja
2| 07 | 04 | 201 | 4 | Layanan Disabilitas yang Orang 5 5 100 3 11.000.000 0 - 0
Ketenagakerjaan Mendapatkan
Fasilitasi Layanan ULD
Jumlah Tenaga Kerja
Perluasan Kesempatan yang Diberdayakan
2107 |04|201 |5 Keria p Melalui program Orang 0 - 0,00 60 340.000.000 0 3.320.000 0
J Perluasan Kesempatan
Kerja
2| 07 | 04 | 204 Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pe'rhndungan Jumlah CPMI/PMI yang
dan Kompetensi Calon Dilindunei dan
2107 | 04| 204 | 1 | Pekerja Migran Indonesia o g Orang 4 4 100 16 10.125.000 0 - 0
. . Ditingkatkan
(PMI)/ Pekerja Migran Kompetensinva
Indonesia (PMI) p Y
2|07 |05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2 | 07 | 05 | 202 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan Jumlah Perselisihan
2107 |05]|202|1|yang Hubungan Industrial Perkara 10 12 100 8 60.000.000 1 3.918.000 12,5
Berakibat/Berdampak yang dicegah
pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun

2025 2026
Realisasi Capaian .
AN/BIDAN
LR 3 INDIKATOR KINERJA o Target Renstra Tahun Program dan Tingkat
URUSAN/ PROGRAM/ PROGRAM/KEGIATAN  SATUAN | Target  Realisasi .. .1 ¢ 2026 Kegiatan s.d TW1  oopaian
KEGIATAN Renja PD  Renja PD grat eglatan s. Realisasi
Realisasi
Tahun Tahun Target
Rp (DPA) Renstra
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 12=10/8
3| 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3|31|02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3|31 |02] 201 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
. R L Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi . D . .
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
3|31|02]| 102 Pembangunan Sumber dan pelaksanaan Dokumen 1 1 100,00 1 95.000.000 0 0
. Pembangunan Sumber
Daya Industri .
Daya Industri
. R L Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi , . - s . .
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi,
3]31|02]201 an reaxsanaa dan Pelaksanaan Dokumen - - 0,00 1 850.000.000 | 0,1 | 2.561.500 10
Pembangunan Sarana dan
. Pembangunan Sarana
Prasarana Industri .
dan Prasarana Industri
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi , Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan
8| 31]02] 201 Pemberdayaan Industri dan | Pemberdayaan Industri Dokumen 2 2 100,00 1 7.500.000 0 ) 0
Peran Serta Masyarakat dan Peran Serta
Masyarakat
3| 31| 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3|31|04 | 201 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
ey Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengumpulan, .
- Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis -
. Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data .
Kawasan Industri serta Data Industri, Data
3|131]|04]| 201 L. Kawasan Industri serta Dokumen 1 1 100,00 1 12.500.000 0 100.000 0
Data Lain Lingkup L
. Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui .
) . . Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri ) . .
Nasional (SIINas) Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun 2025 maka akan didapat

gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

pada Sebagian besar sub kegiatan telah memenuhi target kinerja,

yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

. Program Penempatan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan

Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan Sub Kegiatan
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Sub
Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas).
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2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Sub Kegiatan Pelayanan
Antar Kerja dan Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan
bagi Pencari Kerja.

c. Program Hubungan Industrial pada Sub Kegiatan Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Faktor penyebab tercapainya target kinerja:

- Perencanaan program dan kegiatan telah disusun sesuai
kebutuhan dan jadwal pelaksanaan,

- Koordinasi antarbidang serta dukungan dari perangkat daerah,
maupun pemangku kepentingan terkait berjalan dengan baik.

- Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai
rencana.

- Komitmen pelaksana kegiatan dalam memenuhi target yang
telah ditetapkan.

b. Faktor penyebab melebihi target kinerja:

- Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat, pencari
kerja, serta pelaku usaha terhadap program dan layanan yang
diselenggarakan.

- Efektivitas pelaksanaan kegiatan serta  optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga

menghasilkan capaian yang melebihi target.

18 | RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027



c. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adanya efisiensi
pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil di
lapangan, sehingga pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas
maupun peralatan tidak memerlukan biaya dan frekuensi
pemeliharaan sebesar yang telah direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah:

Secara keseluruhan, capaian program dan kegiatan menunjukkan

bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan
mempertahankan kinerja pelaksanaan program serta optimalisasi

kegiatan yang belum mencapai target, target Renstra Tahun 2026

diperkirakan dapat tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

- Memperkuat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program
secara berkala agar potensi kendala dapat diidentifikasi dan
ditindaklanjuti lebih cepat.

- Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta melakukan
penyesuaian alokasi belanja pada subkegiatan sesuai kebutuhan
aktual sehingga anggaran lebih efektif dan efisien.

- Memperluas sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha,
lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk
mendukung peningkatan capaian program.

- Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan serta

penganggaran pada tahun berikutnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan
berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian
kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 99,91%. Hal tersebut
didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai

berikut:
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1. Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja
- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, capaian
kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
2. Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi
- Presentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
Kabupaten, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam
Pelayanan Publik
-IKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, capaian kinerja tahun
2025 sebesar 100%.
-Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja capaian kinerja

tahun 2025 sebesar 99,66%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja
Program, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-

masing indikator tercantum pada tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut:
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Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian .Skala Nl.l at
sdtw 1 Peringkat Kinerja

(ST/T/ SEDANG
/R/SR)

No Indikator Kinerja
2025 2026 2027 2025 2026

1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Nilai IKM Perangkat Daerah Angka 86,71 86,72 86,73 86,71 86,71 99,99 | SANGAT TINGGI
2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Angka 72,8 73 73,2 72,55 72,55 99,38 | SANGAT TINGGI
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja o 78.10 - 78.42- 78.74-
1 (TPAK) Yo 78 48 78.80 79 12 77,77 77,77 99,17 | SANGAT TINGGI

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

INDIKATOR PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2 % 57 60,32 63,45 86,15 86,15 100 | SANGAT TINGGI

Persentase kegiatan yang dilaksanakan

1 .
yang mengacu ke rencana tenaga kerja

% 1 1 1,05 91,67 91,67 100 SANGAT TINGGI

Persentase pencari kerja mendapatkan
2 pelatihan berbasis kompetensi
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja

3 Swasta (LPKS) yang dibina

Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar negri)
melalui mekanisme layanan antar kerja
4 | dalam wilayah Kabupaten

Persentase pencari kerja yang
mendapat penyuluhan dan bimbingan % 31 32 33 88,43 52,53 100,00 SANGAT TINGGI
S | jabatan

Persentase pencari kerja yang
6 | mendapatkan pekerjaan

o)
% 72,56 50 54 69,31 0,00 0,00 | SANGAT RENDAH

o)
% 81 82 83 97,06 29,41 35,87 | SANGAT RENDAH

% 36 37 37,5 60,40 98,67 100,00 | SANGAT TINGGI

% 36 37 37,5 68,44 100,00 100,00 | SANGAT TINGGI
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Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

2025

2026

Capaian
sdtw 1
2026

Skala Nilai
Peringkat Kinerja
(ST/T/ SEDANG

Persentase CPMI yang terfasilitasi o
7 sesuai prosedur & 92 o4 94,5 100 42,44 45,15 SANGAT RENDAH
o P};;%;LZ?&S}I’)&‘SI Angkatan Kerja % 69,01 69,59 70,17 69,20 69,20 99,44 | SANGAT TINGGI
. ffgif;;fﬁaiemii‘:x he j‘lr;gg akerjaan % 41 42,52 42,97 64,89 64,39 100 | SANGAT TINGGI
o E;fﬁzieaf%rﬁ{ahaan yang membayar | o 70 75 75 74,05 74,24 98,09 | SANGAT TINGGI
. Egng;‘}tlifa;‘iieei‘;gl:y a fasilitas % 46 47 47 77,10 76,52 100 | SANGAT TINGGI
Persentase penyelesaian perselisihan % 100 100 100 100 100 100 SANGAT TINGGI
12 | hubungan industrial melalui mediasi
URUSAN PERINDUSTRIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar
1 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 27,35 27,44 27,8 25,34 25,34 92,35 | SANGAT TINGGI
Persentase Pertambahan Jumlah
2 | Industri Kecil dan Menengah di % 0,38 0,4 0,41 0,38 0,12 29,86 | SANGAT RENDAH
Kabupaten
INDIKATOR PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1 Eiizgffz iﬁi‘;iﬁ;yiﬁfriﬁrbm pada % 78,2 48,27 51,55 78,21 48,08 99,61 | SANGAT TINGGI
Persentase pembinaan dan
2 pengawasan perizinan berusaha sektor % 0,2 0,6 1 0,21 0,23 37,53 SANGAT RENDAH
industri
3 gi;f;tsﬁ?;gdusm yang terdaftar % 1,8 2 2,2 1,80 1,19 50,47 | SANGAT RENDAH

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

Skala Nilai Peringkat
Kinerja

(ST/T/ SEDANG/

Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian
Indikator Kinerja sdtwl

2025 2026

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang
mengacu ke rencana tenaga kerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

2 | (dalam dan luar negri) melalui mekanisme % 36 37 37,5 60,40 98,67 100 | ST
layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten

Persentase .Tenaga Kerja Bersertifikat % 21,5 21,6 21,7
kompetensi Indikator lama
4 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 3.453.642,93 | 3.478.642,93 | 3.508.642,93

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan
5 | Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, %
Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).
Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau
6 | pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan %
jaminan sosial ketenagakerjaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah,
meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto sektor industri pengolahan nonmigas
kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri
pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga
kerja sektor industri pengolahan nonmigas
kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri
pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai
investasi sektor industri pengolahan nonmigas
kabupaten/kota

1 % 1 1 1,05 91,67 91,67 100 | ST

Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD

% Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD

2 Pgrsen‘Fase reahsa§1 investasi sgktor industri % Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD
dibandingkan realisasi investasi seluruh sector
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Skala Nilai Peringkat
Kinerja
(ST/T/ SEDANG/

Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian

Indikator Kinerja Satwuan ——— —— —F — ————— sdtwl
2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil

3 | dan menengah yang melaporkan informasi melalui % Indikator baru sehingga target belum ada di RPJMD
Sistem Informasi Industri Nasional

4 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di % 0,38 0.4 0.41 0,382 0,12 29.86 | SR
kabupaten /kota
Persentase pencapaian sasaran

5 pembangunan industri termasuk turunan % 85.6 85,7 85.8

indikator pembangunan industri dalam RIPIN
yang ditetapkan dalam RPIK
Tersedianya informasi industri secara

Y % 100 100 100 Indikator lama

6 lengkap dan terkini
Persentase Jumlah hasil pemantauan dan
7 | pengawasan dengan jumlah izin Usaha % 1.2 1,21 1,22

Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah
Yang dilakukan oleh Instansi terkait

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah
sebagai berikut:
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah
Berdasarkan Tabel 2.2, Nilai IKM Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar

86,71 dari target 86,72, sehingga capaian kinerja mencapai

99,99% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Nilai IKM

yang digunakan pada Triwulan I Tahun 2026 masih mengacu

pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, karena

pelaksanaan survei dan penetapan nilai IKM Tahun 2026

belum dilaksanakan pada periode pelaporan ini.

Faktor Pendorong:

- Hasil penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan kualitas
pelayanan publik telah berjalan dengan baik, pelayanan
dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan prosedur yang
berlaku.

- Adanya komitmen perangkat daerah dalam menjaga kualitas
pelayanan kepada masyarakat.

Faktor penghambat:

- Nilai IKM Tahun 2026 belum tersedia karena survei
kepuasan masyarakat belum dilaksanakan sehingga capaian
belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelayanan pada
Tahun 2026.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026
sesuai jadwal.

- Menindaklanjuti hasil survei sebagai dasar peningkatan
kualitas pelayanan, serta mempertahankan kualitas
pelayanan yang telah dicapai.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 72,55 dari target 73,00, dengan capaian 99,38% dan

kategori Sangat Tinggi. Nilai AKIP yang digunakan dalam

laporan ini masih mengacu pada hasil evaluasi AKIP Tahun
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2025, mengingat hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 belum

diterbitkan.

Faktor pendorong:

- Adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan
akuntabilitas kinerja.

- Implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik.

Faktor penghambat:

- Hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 belum tersedia sehingga
masih menggunakan nilai tahun sebelumnya.

- penyempurnaan implementasi SAKIP masih perlu terus
dilakukan agar nilai dapat meningkat.

Rekomendasi Tindaklanjut: Menindaklanjuti rekomendasi

hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Meningkatkan kualitas

implementasi SAKIP pada seluruh tahapan manajemen kinerja,
serta Mengoptimalkan penyusunan dokumen kinerja sebagai

persiapan evaluasi AKIP Tahun 2026.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sampai dengan

Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 77,77% dari target

78,42-78,80%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,17%

dengan kategori Sangat Tinggi. Data TPAK yang digunakan

dalam laporan ini masih mengacu pada hasil Survei Angkatan

Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), karena data TPAK Tahun 2026

belum tersedia pada saat penyusunan laporan.

Faktor pendorong:

- Adanya dukungan program pelayanan ketenagakerjaan,
seperti penyebarluasan informasi pasar kerja, fasilitasi
penempatan tenaga kerja, dan pelatihan kerja.

- Terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah, dunia
usaha, dan pemangku kepentingan dalam mendukung
penyerapan tenaga kerja.

Faktor penghambat:

- Perkembangan kondisi ketenagakerjaan pada Tahun 2026
belum dapat tergambarkan secara aktual dalam periode

pelaporan ini.
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- Dinamika kondisi ekonomi dan pasar kerja dapat
memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan program perluasan
kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

- Memperkuat koordinasi dengan BPS dalam pemanfaatan
data ketenagakerjaan sebagai dasar evaluasi kinerja.

. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai

dengan Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 86,15%

dengan target 60,32%, sehingga capaian kinerja mencapai

100% dan berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Temanggung
telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi target yang
ditetapkan.

Faktor pendorong:

- Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan
pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan
terkait.

- Adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada
perusahaan dan tenaga kerja.

Faktor penghambat:

- Masih terdapat pekerja sektor informal dan usaha mikro
yang belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta jaminan
sosial ketenagakerjaan.

- Tingkat kesadaran sebagian pelaku wusaha terhadap
pentingnya perlindungan jaminan sosial masih perlu
ditingkatkan.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Memperluas sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan
serta pekerja sektor informal mengenai manfaat jaminan

sosial ketenagakerjaan.
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- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

5. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan sampai dengan Triwulan I

Tahun 2026 terealisasi sebesar 25,34% dari target 27,44%,

sehingga capaian kinerja mencapai 92,35% dan termasuk

kategori Sangat Tinggi. Data yang digunakan pada laporan

Triwulan I Tahun 2026 masih mengacu pada data PDRB Tahun

2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),

karena data PDRB Tahun 2026 belum tersedia pada saat

penyusunan laporan.

Faktor pendorong:

- Kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten
Temanggung masih memberikan kontribusi yang cukup
besar terhadap pembentukan PDRB daerah.

- Keberlangsungan aktivitas industri kecil, menengah, dan
industri pengolahan mendukung stabilitas kontribusi sektor
industri.

- Pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku industri terus
dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk.

Faktor penghambat:

- Data PDRB Tahun 2026 belum dipublikasikan oleh BPS
sehingga capaian masih menggunakan data Tahun 2025.

- Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi, permintaan pasar, dan harga bahan baku.

- Kontribusi sektor ekonomi lainnya turut memengaruhi
besarnya rasio PDRB industri pengolahan.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing
industri pengolahan.

- Memperluas pembinaan dan pendampingan kepada pelaku
industri.

6. Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah

di Kabupaten.

Persentase pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah

(IKM) sampai dengan Triwulan [ Tahun 2026 terealisasi sebesar
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0,12% dari target 0,40%, sehingga capaian kinerja mencapai

29,86% dan berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa penambahan jumlah IKM baru

belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor pendorong:

- Adanya kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi
kepada pelaku IKM oleh perangkat daerah.

- Dukungan  berbagai program  pemberdayaan dan
pengembangan industri kecil dan menengah.

Faktor penghambat:

- Minat masyarakat untuk mendirikan usaha industri baru
masih terbatas.

- Kondisi ekonomi dan permodalan menjadi kendala bagi
pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.

- Sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan atau
pendaftaran usaha.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi
bagi pelaku IKM.

- Mengoptimalkan pendataan dan registrasi IKM agar

perkembangan jumlah IKM dapat terpantau secara akurat.

B. INDIKATOR PROGRAM

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana
tenaga kerja.
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 91,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat
Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ketenagakerjaan
telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga
Kerja.
Faktor Pendorong:
-Adanya komitmen pimpinan dan dukungan dokumen

perencanaan yang jelas.

Faktor Penghambat:
- Keterbatasan ketersediaan dan akses data, serta koordinasi

dengan instansi terkait yang belum optimal.
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Rekomendasi Tindaklanjut:

- Penguatan koordinasi, perbaikan pengelolaan data, serta
evaluasi secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan
semakin selaras dengan rencana tenaga kerja daerah.

. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis

kompetensi

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 realisasi indikator

masih 0%, sehingga capaian terhadap target belum tercapai
dan berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini
disebabkan karena  pelaksanaan  pelatihan  berbasis

kompetensi belum dilaksanakan pada Triwulan I.

Faktor Pendorong:

- Tersedianya program pelatihan berbasis kompetensi yang
didanai melalui APBN serta dukungan kerja sama dengan
BBPVP Semarang dalam penyelenggaraan pelatihan.

Faktor Penghambat:

- Kegiatan pelatihan yang bersumber dana DBHCHT masih
proses prakegiatan. Keterbatasan kuota pelatihan
dikarenakan  keterbatasan jumlah anggaran yang
diperhadapkan dengan animo masyarakat yang cukup
tinggi, Khusus pelatihan DBHCHT hanya bisa diakses oleh
masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga
masyarakat umum tidak dapat mengakses pelatihan
DBHCHT. Adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1
Tahun 2025 yang berimbas pada pemangkasan paket
pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2026. Proses
persiapan kegiatan dan pengadaan masih berlangsung.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui dana
APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT. Mempercepat
proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pelatihan
yang bersumber dari APBN dan DBHCHT.

. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun

2026 sebesar 29,41 atau mencapai 35,87% dari target sehingga

termasuk kategori Sangat Rendah. Pembinaan terhadap LPKS

belum seluruhnya terlaksana sesuai rencana.
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Faktor pendorong:

- Proaktif melakukan monitoring secara langsung dengan
LPKS baik dengan sistem jemput bola dan WAG

Faktor penghambat:

- Kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin
tiap semester karena tidak ada sanksi khusus.

- Jadwal pembinaan belum sepenuhnya terlaksana

Rekomendasi Tindaklanjut:

- melakukan pembinaan dan sosialisasi secara aktif terkait
dengan akreditasi LPKS serta mengadakan pertemuan
dengan LPKS secara rutin.

. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme

layanan antar kerja

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 98,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat

Tinggi. Hal ini menunjukkan pelayanan penempatan tenaga

kerja telah berjalan sesuai target.

Faktor Pendorong

- Optimalisasi pelayanan informasi pasar kerja dan
penempatan tenaga kerja.

- Meningkatnya partisipasi pencari kerja dalam layanan
penempatan.

- Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga
pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

Faktor Penghambat

- Dinamika kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang
berubah-ubah.

- Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan;
Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau
rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat
mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun,
kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan
lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi informasi lowongan kerja kepada
pencari kerja melalui berbagai media. Memfasilitasi

pelaksanaan mini job fair atau rekrutmen secara berkala.
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5. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan
bimbingan jabatan
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 52,53 dan capaian terhadap target telah mencapai
100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor pendorong:

- Kesadaran masyarakat tentang peran dinas cukup
meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses
penyuluhan di tingkat desa

Faktor penghambat:

- Keterlambatan dalam pencairan UP kegiatan sehingga
penyuluhan dan bimbingan jabatan belum dapat
dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I tahun 2026.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa
mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang
diadakan oleh Desa.

- Memperluas jangkauan peserta melalui kerja sama dengan
sekolah dan dunia usaha.

6. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 100% sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan
dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendorong:

- Optimalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja.

- Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga
pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

- Koordinasi yang baik dalam jalinan kerjasama pembentukan
wirausaha baru dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
dan BLK Semarang [. Kerjasama dengan SMK terkait
pelatihan ketrampilan usaha dan penyuluhan jabatan dalam
rangka persiapan memasuki dunia kerja.

Faktor Penghambat

- Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan;
Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau
rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat

mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun,
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kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan
lowongan.Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.
Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Memperluas kerja sama dengan perusahaan, terus
meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan
selain itu juga meningkatkan upaya informasi rekrutmen
maupun peluang kerja melalui media sosial maupun
jaringan komunikasi desa.

- Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai

kebutuhan industri.

7. Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 42,44 atau 45,15% dari target sehingga berada pada

kategori Sangat Rendah. Fasilitasi kepada Calon Pekerja

Migran Indonesia (CPMI) belum mencapai target yang

ditetapkan.

Faktor Pendorong:

- Pelayanan fasilitasi CPMI tetap dilaksanakan sesuai
ketentuan. Layanan dilakukan lebih cepat dan memberikan
kemudahan pada CPMI Maupun P3MI untuk berproses.

- Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat:

- Pendaftaran dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan
verifikasi apabila yang bersangkutan tidak melengkapi
dokumen sehingga tidak dapat melanjutkan wawancara.
dalam perkembangannya aplikasi terbuka secara nasional
dan CPMI dapat mendaftar darimana saja, namun
Dinperinaker hanya dapat melayani terkait perlindungan
CPMI hanya KTP Temanggung .

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Meningkatkan sosialisasi prosedur penempatan CPMI.

- Memperkuat koordinasi dengan BP3MI/P3MI dan instansi
terkait.

- Meningkatkan pelayanan informasi kepada calon pekerja

migran.
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8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK

Perempuan)

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 69,20 atau 99,44% dari target sehingga termasuk

kategori Sangat Tinggi. Nilai yang digunakan masih mengacu

pada data resmi BPS Tahun 2025 karena data Tahun 2026

belum dipublikasikan.

Faktor Pendorong

- Tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

- Dukungan program pemberdayaan tenaga kerja perempuan.

- Banyak perempuan di Temanggung mulai memanfaatkan
pelatihan keterampilan dari pemerintah daerah maupun
lembaga nonformal, seperti pelatihan UMKM, tata boga, dan
menjahit. Hal ini mendorong perempuan untuk aktif di pasar
kerja.

Faktor Penghambat

- Keterbatasan anggaran dari Dinperinaker melalui Balai
Latihan Kerja untuk menyelenggarakan ketrampilan
berbasis kompetensi khususnya bagi perempuan

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.

. Persentase perusahaan yang menjalankan norma

ketenagakerjaan

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 64,39 atau 100% dari target sehingga termasuk

kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendorong

- Pembinaan dan sosialisasi norma ketenagakerjaan kepada
perusahaan.

- Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan.

Faktor Penghambat

- Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan
seluruh norma ketenagakerjaan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan pembinaan dan  koordinasi dengan
perusahaan.

- Melakukan monitoring secara berkala.
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10. Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 74,24 atau 98,99% sehingga capaian telah memenuhi
target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.
Faktor Pendorong:

- Meningkatnya pekerja yang memperjuangkan haknya
melalui Serikat Pekerja dan/atau LKS Bipartit

Faktor Penghambat:

- Masih banyak perusahaan masuk kategori mikro menengah
yang tidak mewajibkan memberikan upah sesuai UMK
sebagimana diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
UMK.

11. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 76,52 atau 100% sehingga capaian telah memenuhi
target yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.
Faktor Pendorong
- Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam menyediakan

fasilitas kesejahteraan pekerja.

- Pembinaan kepada perusahaan dilakukan secara
berkelanjutan.

Faktor Penghambat

- Masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi seluruh
ketentuan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

- Mendorong perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku.

12. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 100% atau capaian telah memenuhi target yang
ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendorong:

- Munculnya kesadaran para pihak untuk tidak menekankan

ego
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- Mediator yang dapat menyelaraskan kepentingan para pihak
dalam proses perselisihan hubungan industrial

Faktor Penghambat:

- Pihak yang hadir biasanya bukan yang dapat mengambil
kebijakan sehingga memperpanjang proses PPHI

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Mempertahankan kualitas layanan mediasi.

- Meningkatkan upaya pencegahan perselisihan melalui
pembinaan hubungan industrial.
13. Persentase industri berbasis pada komoditas unggulan daerah
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 48,08 atau 99,61% capaian telah memenuhi target
yang ditetapkan dan berada pada kategori Sangat Tinggi.
Faktor Pendorong
- Pembinaan terhadap industri berbasis komoditas unggulan
daerah.

- Potensi komoditas lokal yang mendukung pengembangan
industri.

Faktor Penghambat

- Kapasitas produksi dan daya saing sebagian industri masih
perlu ditingkatkan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan pendampingan, inovasi produk, dan akses
pemasaran.

14. Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha
sektor industri
Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026
sebesar 0,23 atau 37,53% capaian belum memenuhi target
yang ditetapkan sehingga kategori capaian Sangat Rendah.
Faktor Pendorong:

- Pembinaan telah dilaksanakan kepada sebagian pelaku
industri

Faktor Penghambat:

- Pengawasan dan pembinaan belum seluruhnya terlaksana di

triwulan I
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15.

Rekomendasi tindaklanjut:

- Mempercepat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
serta meningkatkan koordinasi dengan pelaku industri.

Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 1,19 dari target sebesar 2% atau capaian sebesar

59,47% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dan

berada dikategori capaian Sangat Rendah.

Faktor Pendorong:

- Sosialisasi mengenai Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) telah dilakukan.

Faktor Penghambat:

- Masih rendahnya kesadaran pelaku industri untuk
melakukan pendaftaran atau pembaruan data pada SIINas.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran
SlINas.

- Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku
industri agar melakukan registrasi dan pembaruan data

secara berkala.

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI
1.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana

tenaga kerja.

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 91,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat

Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ketenagakerjaan

telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga

Kerja.

Faktor Pendorong:

- Adanya komitmen pimpinan dan dukungan dokumen
perencanaan yang jelas.

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan ketersediaan dan akses data, serta koordinasi

dengan instansi terkait yang belum optimal.
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Rekomendasi Tindaklanjut:

- Penguatan koordinasi, perbaikan pengelolaan data, serta
evaluasi secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan
semakin selaras dengan rencana tenaga kerja daerah.

. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme

layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten

Realisasi indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

sebesar 98,67 dengan capaian 100% dan kategori Sangat

Tinggi. Hal ini menunjukkan pelayanan penempatan tenaga

kerja telah berjalan sesuai target.

Faktor Pendorong

- Optimalisasi pelayanan informasi pasar kerja dan
penempatan tenaga kerja.

- Meningkatnya partisipasi pencari kerja dalam layanan
penempatan.

- Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga
pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat

Faktor Penghambat

- Dinamika kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang
berubah-ubah.

- Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan;
Pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau
rekrutmen, Ketersediaan lowongan kerja belum dapat
mengakomodir pencaker laki-laki usia diatas 30 tahun,
kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan
lowongan. Daya tahan kerja pencaker muda sangat rendah.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi informasi lowongan kerja kepada
pencari kerja melalui berbagai media. Memfasilitasi
pelaksanaan mini job fair atau rekrutmen secara berkala.

. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Indikator ini merupakan indikator lama yang tidak lagi

digunakan dalam pengukuran kinerja Tahun 2026 sehingga

tidak dilakukan pengukuran capaian pada periode pelaporan.
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10.

. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan
realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-2029 pada

periode pelaporan.

. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja

yang layak
Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan

realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-20209.

. Persentase pekerja bukan penerima upah dan pekerja rentan

yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan

realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

. Capaian sasaran pembangunan industri daerah

Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan
realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Pengukuran indikator akan dilakukan setelah target

ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan

realisasi investasi seluruh sektor
Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan

realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan

menengah yang melaporkan informasi melalui SIINas
Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga target dan
realisasi belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
kabupaten/kota

Realisasi indikator sampai Triwulan I Tahun 2026 sebesar
0,12% dari target 0,40%, sehingga capaian kinerja sebesar
29,86% dan berada pada kategori Sangat Rendah.
Penambahan jumlah IKM belum mencapai target yang telah
ditetapkan.

Faktor pendorong:

- Adanya kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi

kepada pelaku IKM oleh perangkat daerah.
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- Dukungan  berbagai program  pemberdayaan dan
pengembangan industri kecil dan menengah.
Faktor penghambat:
- Minat masyarakat untuk mendirikan usaha industri baru
masih terbatas.
- Kondisi ekonomi dan permodalan menjadi kendala bagi
pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
- Sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan atau
pendaftaran usaha.
Rekomendasi tindaklanjut:
- Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi
bagi pelaku IKM.
- Mengoptimalkan pendataan dan registrasi IKM agar
perkembangan jumlah IKM dapat terpantau secara akurat.
11. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri
tahunan
Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak
dilakukan pengukuran dalam periode pelaporan Tahun 2026.
12. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak lagi
digunakan sebagai indikator kinerja Tahun 2026.
13. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan
jumlah IUI yang sesuai
Indikator ini merupakan indikator lama sehingga tidak

dilakukan pengukuran pada Tahun 2026.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang
sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang
belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu
penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:
1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 21 (dua
puluh satu) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang belum

mencapai target 100 %, antara lain:
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- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi, karena pelaksanaan pelatihan belum dilaksanakan
pada Triwulan I.

- Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina,
karena pembinaan baru akan dilaksanakan secara bertahap pada
triwulan berikutnya.

- Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur, karena
jumlah permohonan layanan CPMI pada Triwulan I masih
terbatas.

- Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
(IKM), karena pertumbuhan IKM bersifat kumulatif dan
dipengaruhi perkembangan usaha sepanjang tahun.

- Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha
sektor industri, karena kegiatan pembinaan dan pengawasan
belum seluruhnya dilaksanakan.

- Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas, karena proses

pendataan dan registrasi industri masih berlangsung.

2. Permasalahan dan  hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja , antara lain :

- Sebagian kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga
capaian indikator masih rendah.

- Pelaksanaan kegiatan bergantung pada jadwal pelaksanaan
program dan ketersediaan anggaran.

- Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pada beberapa program

masih perlu ditingkatkan.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
maupun Program Nasional
- Capaian beberapa indikator strategis pada Triwulan I belum
mencerminkan capaian kinerja akhir tahun.
- Pelaksanaan program yang belum optimal pada awal tahun
berpotensi memengaruhi percepatan pencapaian target apabila

tidak segera ditindaklanjuti.
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- Diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan
berikutnya agar target RPJMD dan target nasional tetap dapat

dicapai.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja , antara lain :

Tantangan:

- Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

- Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran melalui percepatan
pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan
anggaran agar mendukung pencapaian sasaran pembangunan
daerah secara efektif dan efisien.

- Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pelaku
industri.

Peluang:

- Dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di
bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menjadi peluang
untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sinkronisasi
program, pendanaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan
pengembangan tenaga kerja dan industri.

- Kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, perguruan
tinggi, dan instansi terkait memberikan peluang untuk
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga
kerja, serta mendukung pengembangan dan daya saing Industri
Kecil dan Menengah (IKM).

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
ketenagakerjaan dan perindustrian menjadi peluang untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mempercepat
penyampaian informasi kepada masyarakat, serta mendukung
pengelolaan data dan pelaksanaan layanan secara lebih

transparan dan akuntabel.

5. Formulasi Isu-Isu Penting
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan
Triwulan I Tahun 2026, diperlukan beberapa langkah strategis

sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan
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kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada triwulan berikutnya.

a. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana pada
Triwulan I.

b. Meningkatkan koordinasi antarbidang agar pelaksanaan
kegiatan sesuai jadwal.

c. Mengoptimalkan pembinaan kepada IKM, LPKS, dan pelaku
industri.

d. Meningkatkan sosialisasi program ketenagakerjaan dan
perindustrian kepada masyarakat dan pelaku usaha.

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai
upaya percepatan pencapaian target kinerja sampai akhir Tahun

2026.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus wusulan kegiatan merupakan kelompok wusulan
permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan
dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan
Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum
dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan
Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan
hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang
Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat
Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD
sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan
kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah.

Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD
dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN URAIAN OPD TUJUAN PROGRAM
PERMASALAHAN

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah
dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi
perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu
anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai dengan
hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan

per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Urusan/ Bidang

Urusan/Bidang

Urusan Indikator Tar Urusan Indikator Tar
N O PN Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja g?t Satuan G R
o Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S 6 7 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.096.234.239 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.096.234.239
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.700.609.239 KABUPATEN/KOTA 6.699.109.239
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.500.000
Daerah
Penyusunan Jumlah
Dokiumen Kab Dokumen Usulan
’ Perencanaan 7 Dokumen 1.500.000 | kegiatan
Perencanaan Temanggung
Perangkat baru
Perangkat Daerah
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.947.223.412 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.947.223.412
Jumlah Orang
Penyediaan Gaji Kab yang Menerima Orang/ Penyediaan Gaji dan Kab J;lrlln li/lllegg‘lirrfa Orang/
dan Tunjangan ' Gaji dan 48 g 5.947.223.412 Y J ' yang 48 & 5.947.223.412
Temanggung . bulan Tunjangan ASN Temanggung | Gaji dan bulan
ASN Tunjangan .
Tunjangan ASN
ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.528.952 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.528.952
. Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Komponen
. . Komponen
Komponen Instalasi Penyediaan Komponen lasi
Instalasi Kab Listrik /Penera Instalasi Kab Ir.lsta. ast
o ’ 12 paket 5.000.000 . ’ Listrik/Penerang | 12 paket 5.000.000
Listrik/Peneranga | Temanggung | ngan Listrik /Penerangan Temanggung 1 Baneunan
n Bangunan Bangunan Bangunan Kantor an banguna
Kantor yang
Kantor Kantor yang - .
. Disediakan
Disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket Penyesua
Penyediaan Bahan | Kab. Bahan Logistik Penyediaan Bahan Kab. Bahan Logistik ian
Logistik Kantor Temanggung | Kantor yang 12 Palket 20.639.000 Logistik Kantor Temanggung | Kantor yang 12 Palket 26.102.950 kebutuha
Disediakan Disediakan n belanja
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Kab 22{:112 agn dan Penyediaan Barang Kab Saa;ang Cetakan Fae;y esua
Barang Cetakan ’ 12 Paket 17.491.450 Cetakan dan ’ 12 Paket 12.027.500
Temanggung | Penggandaan Temanggung | Penggandaan kebutuha
dan Penggandaan Penggandaan R .
yang yang Disediakan n belanja
Disediakan
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Urusan/ Bidang

Urusan Indikator Tar Umsg.ﬂsifang Indikator Tar
e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
izrr)rélrzk; Jumlah Laporan
Fa31!1ta51 Kab. Fasilitasi 12 Lapora 13.732.502 Fasilitasi Kunjungan Kab. Fas1}1tas1 12 Laporan 13.732.502
Kunjungan Tamu Temanggung . n Tamu Temanggung | Kunjungan
Kunjungan
Tamu
Tamu
Jumlah Jumlah Laporan
Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggara Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi | Kab. an Rapat 12 | Lapora 34.666.000 Rapat Koordinasi dan | 522 Rapat 12 | Laporan 34.666.000
dan Konsultasi Temanggung - . n . Temanggung | Koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD .
SKPD . Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 538.972.344 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 533.083.344
Jumlah
Penyediaan Jasa Kab Laporan Lapora Penyediaan Jasa Kab Jumlah Laporan
Surz M Tomanceune | PERvediaan 12 |7 b 1.000.000 Suth R Tomaneeune | PEAYediaan Jasa | 12 | Laporan 1.000.000
yu 88UNE | Jjasa Surat yu 88UNE | Surat Menyurat
Menyurat
Jumlah
Laporap Jumlah Laporan
. Penyediaan .
Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa Penyesua
Komunikasi Kab Jasa Lapora Penyediaan Jasa Kab Komunikasi ian
P ’ Komunikasi, 12 p 78.454.325 Komunikasi, Sumber ’ i 12 Laporan 76.954.325
Sumber Daya Air Temanggung n . - Temanggung | Sumber Daya kebutuha
o Sumber Daya Daya Air dan Listrik . o .
dan Listrik . o Air dan Listrik n belanja
Air dan Listrik . .
yang Disediakan
yang
Disediakan
Jumlah
Laporap Jumlah Laporan
. Penyediaan . . Penyesua
Penyediaan Jasa Kab Jasa Lapora Penyediaan Jasa Kab Penyediaan Jasa ian
Pelayanan Umum ’ 12 b 459.518.019 Pelayanan Umum ’ Pelayanan 12 Laporan 455.129.019
Temanggung | Pelayanan n Temanggung kebutuha
Kantor Kantor Umum Kantor .
Umum Kantor s n belanja
yang Disediakan
yang
Disediakan
Pemell.haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 122.884.531 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 125.773.531
Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Kab Jumlah Penyediaan Jasa Kab Jumlah Penvesua
Pemeliharaan, Tem.an n Kendaraan 17 Unit 72.884.531 Pemeliharaan, Biaya Tem.an n Kendaraan 17 Unit 71.384.531 ian Y
Biaya 88UNE | Dinas Pemeliharaan, Pajak E8UNE | Dinas
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Urusan/ Bidang

Urusan Indikator Tar Urus;ﬂ:lfang Indikator Tar
N e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
o Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
Pemeliharaan, Operasional dan Perizinan Operasional kebutuha
Pajak dan atau Lapangan Kendaraan Dinas atau Lapangan n belanja
Perizinan yang Operasional atau yang Dipelihara
Kendaraan Dinas Dipelihara dan Lapangan dan dibayarkan
Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Pajak dan Perizinannya
Perizinannya
Jumlah
. . Jumlah Penyesua
Pemeliharaan Kab peralatan dan Pemeliharaan Kab eralatan dan ian
Peralatan dan ’ mesin lainnya 5 Unit 10.000.000 Peralatan dan Mesin ’ pera . 5 Unit 12.155.000
. . Temanggung . Temanggung | mesin lainnya kebutuha
Mesin Lainnya yang Lainnya . .
.o, yang dipelihara n belanja
dipelihara
. Jumlah Jumlah Gedung
Pemehh.araan/ Reh Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabil Kantor dan Penyesua
abilitasi Gedung Kab dan Bangunan itasi Gedung Kantor Kab Bangunan ian
Kantor dan ' : gu 1 Unit 40.000.000 g ' ngu 1 Unit 42.234.000
Temanggung | Lainnya yang dan Bangunan Temanggung | Lainnya yang kebutuha
Bangunan L . . o . .
Lainnya Dipelihara/Dir Lainnya Dipelihara/Dire n belanja
ehabilitasi habilitasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1.500.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
(RTK) 1.500.000
’_1‘51?1];;'1 n Jumlah
Penyusunan Rencana Semuigu € | Dokumen Usulan
Tenaga Kerja ? Rencana 1 Dokumen 1.500.000 | kegiatan
Kecamatan, .
Makro Tenaga Kerja baru
Semua Makro
Kel/Desa
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA 305.500.000 TENAGA KERJA 305.000.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 300.000.000 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 300.000.000
Proses
Pelaksanaan
Pendidikan dan Jumlah Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga
. - Kab. . s - Kab. .
Pelatihan Temangeun Tenaga Kerja Pendidikan dan Temangeun Kerja yang
Keterampilan bagi Semuigu g yang Mendapat Pelatihan Semuigu & Mendapat
Pencari Kerja ? Pelatihan 160 | Orang 300.000.000 Keterampilan bagi ? Pelatihan 160 | Orang 300.000.000
Kecamatan, X . . Kecamatan, .
berdasarkan Berbasis Pencari Kerja Berbasis
Semua . Semua .
Klaster Kel/Desa Kompetensi berdasarkan Klaster Kel/Desa Kompetensi
Kompetensi pada Tahun n Kompetensi pada Tahun n
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Urusan/ Bidang

Urusan Indikator Tar Urus;ﬂ:lfang Indikator Tar
e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.500.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.000.000
- Kab. Jumlah - Kab. Jumlah
pompinaan | Temanggung | Pembinean |0 L] | pembinaan embaga | Tgmengmne | Fembinan || P
Pelatihan Kerja Kecamatan, Pelatihan Kerja a ’ ’ J Kecamatan, Pelatihan Kerja g ’ ’ kebutuha
Swasta .
Swasta Semua Swasta yang Semua Swasta yang n belanja
Kel/Desa dibina Kel/Desa dibina
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 30.125.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 30.625.000
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 22.500.000
- Kab. Jumlah . - Kab.
Tenaga Kerja Jumlah Tenaga
Temanggung Temanggung .
Pelayanan antar Semua yang Semua Kerja yang
. ? Ditempatkan 300 | Orang 4.500.000 Pelayanan antar Kerja | Ditempatkan 300 | Orang 4.500.000
Kerja Kecamatan, . Kecamatan, .
Semua Melalui Semua Melalui Layanan
Kel/Desa Layanan AKAD Kel/Desa AKAD dan AKL
dan AKL
- Kab. Jumlal’} . - Kab. Jumlah pencari
pencari kerja .
Penyuluhan dan Temanggung Temanggung | kerja yang
Bimbingan Semua yang Penyuluhan dan Semua mendapatkan
g . ? mendapatkan 450 | orang 4.500.000 Bimbingan Jabatan ¢ p 450 | orang 4.500.000
Jabatan bagi Kecamatan, . - . Kecamatan, penyuluhan dan
. p penyuluhan bagi Pencari Kerja oy
Pencari Kerja Semua o Semua bimbingan
dan bimbingan .
Kel/Desa ) Kel/Desa jabatan
jabatan
- Kab. Jumlah . - Kab. Jumlah Tenaga
Penyelenggaraan Temanggun Tenaga Kerja Temanggun Kerja Disabilitas Penyesua
Uniz La agr%an Semugagu € | Disabilitas Penyelenggaraan Unit Semuigu & N nJ ian Y
. 3y ? yang 2 Orang 11.000.000 Layanan Disabilitas ¢ yang 2 Orang 7.000.000
Disabilitas Kecamatan, ) Kecamatan, Mendapatkan kebutuha
. Mendapatkan Ketenagakerjaan e .
Ketenagakerjaan Semua e Semua Fasilitasi n belanja
Kel/Desa Fasilitasi Kel/Desa Layanan ULD
Layanan ULD
- Kab. Jumlah Tenaga
Temanggung Kerja yang
Perluasan Sermua Diberdayakan Usulan
. ? Melalui program | 20 Orang 6.500.000 kegiatan
Kesempatan Kerja Kecamatan,
Perluasan baru
Semua Kesempatan
Kel/Desa cmp
Kerja
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Urusan/ Bidang .
Urusan Indikator Tar Urus;ﬂ;::iang Indikator Tar
N e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif N Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
o Daerah, dan Program/ Kin o Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja Program /If’(e iatan Kegiatan erja
Kegiatan g g
1 2 3 4 S 6 7 1 2 3 4 ) 6 7 8
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
Daerah Kabupaten/ Kota 10.125.000 Daerah Kabupaten/ Kota 8.125.000
Peningkatan Peningkatan
perlindungan dan - Kab. Jumlah erlindunean dan - Kab. Jumlah
Komp.etenlsi Calon | Temanggung | CPMI/PMI Eompe tengsi Calon Temanggung CPMI/PMI yang Penyesua
Pekerja Migran , Semua yang 10 | Orang 10.125.000 Pekerja Migran , Semua dilindungi dan | 10 | Orang 8.125.000 | a0
Indonesia Kecamatan, dilindungi dan Indonesia Kecamatan, ditinekatkan kebutuha
(PMI) / Pekerja Semua ditingkatkan . . Semua g . n belanja
) . . (PMI) / Pekerja Migran kompetensinya
Migran Indonesia Kel/Desa kompetensinya Indonesia (PMI) Kel/Desa
(PM])
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 60.000.000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 60.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 60.000.000 Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 60.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pencegahan Pencegahan
Perselisihan Perselisihan
Hubungan Hubungan Industrial,
Industrial, Mogok - Kab. Mogok Kerja, dan - Kab.
E:Es&ja;n Tt;r:r;al?lgagu "€ | Jumlah Penutupan Tgr;ir;igu "€ | Jumlah
b ! Perselisihan 8 Perkara 60.000.000 Perusahaan yang ! Perselisihan 8 Perkara 60.000.000
Perusahaan yang Kecamatan, . - Kecamatan, .
- yang Dicegah Berakibat/ yang Dicegah
Berakibat/ Semua Berdampak pada Semua
Berdampak pada Kel/Desa Kepen tirﬁ)ganp dil Kel/Desa
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 895.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 895.000.000
:’1\1121())1?81'21‘[1\21\1’[ PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 882.500.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 877.500.000
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Industri Kabupaten/Kota 882.500.000 Kabupaten/Kota 877.500.000
Jumlah Jumlah
. . Dok}lmen Dokumen Hasil
Koordinasi, - Kab. Hasil . . - Kab. K .
. L . . Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Temanggung | Koordinasi, Sinkronisasi. dan Temanggung Sinkronisasi Penyesua
Pelaksanaan , Semua Sinkronisasi, Dokum ’ , Semua ’ ian
1 25.000.000 Pelaksanaan dan 1 Dokumen 15.000.000
Pembangunan Kecamatan, dan en Pembaneunan Kecamatan, claksanaan kebutuha
Sumber Daya Semua pelaksanaan gu . | Semua p n belanja
] Sumber Daya Industri Pembangunan
Industri Kel/Desa Pembangunan Kel/Desa Sumber Dava
Sumber Daya Industri 4
Industri
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Urusan/ Bidang

Urusan Indikator Tar Umsg.ﬂsifang Indikator Tar
e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
Jumlah Jumlah
Dokumen .
. . ) Dokumen Hasil
Koordinasi, Hasil . . . .
. X . - Kab. . . Koordinasi, - Kab. Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Koordinasi, . L . . .
Temanggung . s Sinkronisasi, dan Temanggung | Sinkronisasi,
Pelaksanaan Semua Sinkronisasi, Dokum Pelaksanaan Semua dan
Pembangunan ? dan 1 850.000.000 4 1 Dokumen 850.000.000
Kecamatan, en Pembangunan Sarana | Kecamatan, Pelaksanaan
Sarana dan Pelaksanaan
Semua dan Prasarana Semua Pembangunan
Prasarana Pembangunan .
) Kel/Desa Industri Kel/Desa Sarana dan
Industri Sarana dan
Prasarana
Prasarana -
. Industri
Industri
Jumlah Jumlah
Dokumen .
. . . Dokumen Hasil
Koordinasi, Hasil . . X .
. Lo - Kab. . . Koordinasi, - Kab. Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Koordinasi, . X . . . .
Temanggung ) S Sinkronisasi, dan Temanggung | Sinkronisasi,
Pelaksanaan Sinkronisasi,
, Semua Dokum Pelaksanaan , Semua dan
Pemberdayaan dan 1 7.500.000 1 Dokumen 7.500.000
. Kecamatan, en Pemberdayaan Kecamatan, Pelaksanaan
Industri dan Pelaksanaan .
Semua Industri dan Peran Semua Pemberdayaan
Peran Serta Pemberdayaan .
Kel/Desa . Serta Masyarakat Kel/Desa Industri dan
Masyarakat Industri dan
Peran Serta
Peran Serta Masvarakat
Masyarakat Y
Jumlah objek
pengawasan
jaminan produk
halal yang
dapat diawasi -
- Kab. Jumlah
Pelaksanaan program
. Temanggung
pengawasan Jaminan Semua pengawasan Usulan
Produk Halal (JPH) di ? Jaminan produk | 1 Dokumen 5.000.000 | kegiatan
Kecamatan,
level halal yang baru
Semua
Kabupaten/Kota dapat
Kel/Desa o .
diimplementasik
an
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 5.000.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha 5.000.000

Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
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Urusan/ Bidang

Urusan Indikator Tar Urus;ﬂ:lfang Indikator Tar
e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt LR
Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah
dokumen hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap
Perizinan
Berusaha
industri
dengan skala
usaha Industri
Kecil dan
Industri
Koordinasi dan N;er?eggil};kasi
Sinkronisasi - Kab. yang
Pengawasan Temanggung di satu
.. Kab./Kota Usulan
terhadap Perizinan , Semua . .
sepanjang 1 Dokumen 5.000.000 | kegiatan
Berusaha sektor Kecamatan,
. . merupakan baru
perindustrian yang Semua
PN Penanaman
menjadi kewenangan Kel/Desa
Modal Dalam
Kabupaten/Kota .
Negeri dan
selain bidang
usaha tertentu
yang menjadi
kewenangan
pemerintah
pusat
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
INDUSTRI NASIONAL 12.500.000 NASIONAL 12.500.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan 12.500.000 Y 12.500.000

Kabupaten/Kota

untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
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Urusan/ Bidang

Urusan/Bidang

Urusan Indikator Tar Urusan Indikator Tar
N e eonensy Lokasi Kinerja g?t Satuan Pagu Indikatif Pemerintahan Lokasi Kinerja get Satuan Bt Keterang
o Daerah, dan Program/ Kin Daerah. dan Program/ Kin Dana an
Program/ Kegiatan erja . Kegiatan erja
4 Program/Kegiatan
Kegiatan
1 2 3 4 S 6 7 2 3 4 ) 6 7 8
Jumlah
Jumlah
Dokumen .
) P Dokumen Hasil
Hasil Fasilitasi e
P Fasilitasi
Fasilitasi Pengumpulan, e
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengumpulan, Pengolahan
. Pengumpulan, Pengolahan dan
Pengolahan dan dan Analisis .
e . Pengolahan dan Analisis Data
Analisis Data - Kab. Data Industri, A . - Kab. R
. Analisis Data Industri, Industri, Data
Industri, Data Temanggung | Data Kawasan Temanggung
Kawasan Industri Semua Industri serta Dokum Data Kawasan Semua Kawasan
- ? . 1 12.500.000 Industri serta Data ; Industri serta 1 Dokumen 12.500.000
serta Data Lain Kecamatan, Data Lain en P Kecamatan, .
- . Lain Lingkup Data Lain
Lingkup Semua Lingkup Kabupaten/Kota Semua Lingku
Kabupaten/Kota Kel/Desa Kabupaten /Ko pate Kel/Desa gxup
A . Melalui Sistem Kabupaten/Kota
Melalui Sistem ta Melalui . . A
. . . Informasi Industri Melalui Sistem
Informasi Industri Sistem . .
. . Nasional (SIINas) Informasi
Nasional (SIINas) Informasi .
. Industri
Industri .
] Nasional
Nasional (SIINas)
(SIINas)

JUMLAH

7.991.234.239

JUMLAH

7.991.234.239

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan

menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.
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2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian
usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,
LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027
Kabupaten Temanggung
No ‘ 1;{1.:ggil:tr:r{ Lokasi Indikator Kinerja \113:1;:11:1:1{ Catatan
1 2 3 4 5 6

NIHIL

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah
Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan
pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang

telah dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 9

(sembilan) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026
Input Inovasi
Nama Inovasi Angga Proses Inovasi Outputi Outcome Inovasi
SDM Inovasi
ran

1 Si Parjono Bidang APBD | Penyediaan Laya Meningkatnya akses | Dinpe
(Siap Pados Tenaga informasi nan informasi lowongan rina
Kerjo Jaman Kerja, lowongan kerja, | informa | kerja dan penempatan| ker -
Now) Perusaha pelayanan AK1, si dan tenaga kerja serta 2023

an, dan fasilitasi penemp | menurunnya angka
Pencari penempatan kerja| atan pengangguran.
Kerja secara cepat dan | kerja

mudah.

2 Teman Alula BLK, APBD | Penyediaan Media Meningkatnya Dinpe
(Tempat Alumni media promosi pemasar | pemasaran produk, rina
Jualan Alumni | Pelati dan pemasaran | an pendapatan alumni, ker-
Pelatihan) han, bagi alumni produk | dan kemandirian 2023

UMKM pelatihan. alumni usaha.
pelati
han
3 Training Anti Instruk APBD | Pelaksanaan Pelati Meningkatnya Dinpe
Gabut tur BLK, pelatihan berbasi§ han kompetensi tenaga rina
Perusa kompetensi sesua] kerja kerja dan peluang ker-
haan, kebutuhan dunia | berba memperoleh 2024
Pencari kerja. sis pekerjaan.
Kerja kompe
tensi
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Nama Inovasi

Input Inovasi ‘

SDM Angga

Proses Inovasi

Outcome Inovasi

Mantra 5S Pegawai | APBD | Penerapan budays Standar | Meningkatnya Dinperi
Dinperina kerja 5S (Senyum, budaya | kualitas pelayanan naker-
ker Salam, Sapa, pelaya dan kepuasan 2025
Sopan, Santun) nan masyarakat.
dalam pelayanan.
Pemanfaatan Subbag APBD | Digitalisasi Sistem Pelayanan Dinperi
Google Umum pengajuan, adminis | administrasi cuti naker-
Spreadsheet dan pencatatan, dan | trasi menjadi lebih cepat, 2025
dan Google Kepegawa monitoring cuti cuti tertib, dan
Form untuk ian, pegawai digital terdokumentasi
Optimalisasi Seluruh menggunakan dengan baik.
Layanan Cuti Pegawai Google Workspace
Pegawai
Optimalisasi Instruk | APBD | Pengembangan Media Meningkatnya BLK-
Digitalisasi tur media pembela | efektivitas proses 2025
Untuk Media Menja pembelajaran jaran pembelajaran dan
Pembelajaran hit, digital berupa digital, kompetensi peserta
Pembuatan Peserta materi, video, dan| Hasil pelatihan,
Desain Pelati evaluasi desain Meningkatnya
Busana Dalam | han pembelajaran. busana | kreativitas dan
Pelatihan Pemberian materi| dan kompetensi peserta
Menjahit Di desain busana produk | dalam bidang tata
Balai Latihan sebagai bagian pelatiha | busana.
Kerja (BIK) dari pelatihan n
Kabuapaten menjahit.
Temanggung
Optimalisasi Instruktu | APBD | Penerapan Standar | Meningkatnya
Informasi r Las, Keselamatan penerap | keselamatan kerja BLK-
Bahaya Peserta dan Kesehatan an K3 dan kompetensi 2025
Keselamatan Pelatihan Kerja (K3) pada dalam peserta sesuai standar
dan Kesehatan pelatihan teknik | pelatiha | industri.
Kerja (K3) di las. n
Kejuruan
Teknik Las
BLK
Kabupaten
Temanggung
Sistem Seluruh | APBD | Pengelolaan dan | Sistem Meningkatnya Dinperi
Inventarisasi Bidang, inventarisasi informa | efektivitas pengelolaan| naker-
Dokumen Subbag dokumen si dokumen, kemudahan| 2025
Kinerja Perencan kinerja secara dokume | pencarian data, serta
Terintegrasi aan digital dan n mendukung
(SiDokin) terintegrasi. kinerja akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.
Buku Tamu Pegawai, | APBD | Digitalisasi Sistem Meningkatnya tertib Dinperi
Digital Tamu/ pencatatan buku administrasi, naker-
Pengun tamu tamu keamanan, serta 2025
jung menggunakan digital kemudahan
aplikasi atau monitoring kunjungan
formulir tamu.
elektronik.

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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2.8. Penghargaan
Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja ada 3 (tiga) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

Pemberi Perangkat
Daerah
Pemnghargaan
Pengampu
1 | Apresiasi karena telah Dinas Perindustrian Provinsi Dinperina
mencapai dan melampaui dan Perdagangan ker
target pendataan 50 Provinsi Jawa Tengah

Industri Kecil pada Sistem
Informasi Industri Nasional
(SIINas) Tahun 2024

2 | Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Provinsi Dinperina
sebagai Peringkat II Tengah ker
Kabupaten/Kota se-Jawa
Tengah dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka
(TPT) Terendah Tahun 2025

3. | Piagam Penghargaan atas Bupati Temanggung Kabupaten | Dinperina
keberhasilan masuk tahap ker
Penilaian Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) Tingkat
Nasional Tahun 2025

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026
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3.1.

3.2.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung
melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional,
khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG’s.
Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD
yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dirumuskan

dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029 adalah
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor
Industri dalam Pembangunan Ekonomi dengan sasaran yang akan dicapai
adalah Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam
pelayanan publik, meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja, dan
meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka
melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat
mutu; dan

3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas
pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2027

adalah sebagai berikut:
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TUJUAN

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2027

SASARAN

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

PROGRAM

INDIKATOR

SATUAN
TARGET

TARGET

TAHUN

TARGET
KONDISI
AKHIR

Meningkatnya Kualitas
Tenaga kerja, hubungan
industrial serta sektor
industri dalam
pembangunan ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan

%

78,74-

Kerja(TPAK) 79,12 79,32-79,76
Rasio PDRB Industri % 27.8 28.45
Pengolahan
Meningkatnya Kualitas %
Tata Kelola Perangkat Indeks Kepuasan Masyarakat 86.73 86.75
Daerah dalam Perangkat Daerah ’ ’
Pelayanan Publik
Nilai AKIP Perangkat Daerah % 73,2 73,6
Meningkatnya . %
Perlindungan bagi Cakupan Kepesertgan Jaminan 63,45 70,18
Tenaca Keria Sosial Ketenagakerjaan
g i
2.07.02 - PROGRAM Persentase kegiatan yang %
PERENCANAAN TENAGA | dilaksanakan yang mengacu ke 1,05 1,15
KERJA rencana tenaga kerja
2.07.03 - PROGRAM Persentase pencari kerja %
PELATIHAN KERJA DAN mendapatkan pelatihan 54 62
PRODUKTIVITAS berbasis k tensi
TENAGA KERJA erbasis kompetensi
2.07.03 - PROGRAM %
PELATIHAN KERJA DAN Persentase Lembaga Pelatihan 83 85
PRODUKTIVITAS Kerja Swasta (LPKS) yang dibina
TENAGA KERJA
Persentase tenaga kerja yang %
2.07.04 - PROGRAM ditempatkan (dalam dan luar
PENEMPATAN TENAGA negri) melalui mekanisme 37,5 38,5
KERJA layanan antar kerja dalam
wilayah Kabupaten
2.07.04 - PROGRAM Persentase pencari kerja yang %
PENEMPATAN TENAGA mendapat penyuluhan dan 33 35

KERJA

bimbingan jabatan
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TARGET
KONDISI
AKHIR

TARGET

SATUAN TAHUN

TARGET

TUJUAN

SASARAN PROGRAM INDIKATOR

2027

2029

2.07.04 - PROGRAM Persentase pencari kerja yang %
PENEMPATAN TENAGA . 37,5 38,5
KERJA mendapatkan pekerjaan
2.07.04 - PROGRAM %
PENEMPATAN TENAGA | Lersentase CPMI yang 94,5 95,5
KERJA terfasilitasi sesuai prosedur
2.07.04 - PROGRAM . C %
PENEMPATAN TENAGA Eerff?%f :Sﬁf;igggﬁatan 70,17 71,33
KERJA
2 07.05 - PROGRAM Pers.entase Perusahaan yang %
HUBUNGAN INDUSTRIAL menjalankar} Norma 42,97 43,85
Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM Persentase Perusahaan yang % 75 738
HUBUNGAN INDUSTRIAL | membayar upah sesuai UMK ’
2.07.05 - PROGRAM Persentase terpenuhinya % 47 49
HUBUNGAN INDUSTRIAL | fasilitas kesejahteraan pekerja
2.07.05 - PROGRAM Perse.nt'ase penyelesaian %
HUBUNGAN INDUSTRIAL | Perselisinan hubungan 100 100
industrial melalui mediasi
1 0,
?ﬁgﬁ;ﬂizgg ;Sektor Persentase Pertambahan jumlah %
industri kecil dan menengah di 0,41 0,43
Pembangunan kab
- abupaten
Ekonomi
ﬁSI;E(;\?C_A%i?XﬁRSAI\;I\I Persentase Industri yang %
PEMBANGUNAN berbasis pada komoditas 51,55 58,11
INDUSTRI unggulan daerah
3.31.03 - PROGRAM Persentase pembinaan dan %
PENGENDALIAN IZIN pengawasan perizinan berusaha 1 1,8
USAHA INDUSTRI sektor industri
3.31.04 - PROGRAM %
PENGELOLAAN SISTEM Persentase Industri yang 29 26
INFORMASI INDUSTRI terdaftar dalam SIINas ’ ’
NASIONAL

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
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Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan
dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam
rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
Pada Renja Tahun 2027 direncanakan sebanyak 8 (delapan)
program, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) kegiatan dan
28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
dilaksanakan dengan cakupan pelayanan di seluruh wilayah
Kabupaten Temanggung. Sebagian kegiatan bersifat kabupaten,
seperti penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
pelayanan administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur.
Adapun kegiatan yang bersifat teknis dan operasional dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah, antara lain melalui
pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pelatihan dan
penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial,
peningkatan  kompetensi tenaga  kerja, serta fasilitasi
pengembangan sektor perindustrian dan ketenagakerjaan.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya
Total kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan 8
(delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh
delapan) sub kegiatan Renja Tahun 2027 sebesar Rp 7.991.234.239
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Temanggung. Selain itu, terdapat dukungan
pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
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pada program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Selanjutnya, rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator

kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan

disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
BIDANG URUSAN KELOMP AT
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS = DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET . DANA - PA
KEGIATAN / 2027 e LOKASI NASIONAL DAERAH SASARA G GU PENANGG
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN e
OUTPUT
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 7.991.234.239,00 2.060.510.827,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR 7.096.234.239,00 1.155.510.827,00
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
R 7.096.234.239,00 1.155.510.827,00
1, | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA 6.699.109.239,00 753.385.827,00
Indeks Kepuasan | 86,73
Masyarakat Angk
Perangkat a - 751.885.827,00
Daerah
2.07.01.2.01 | Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Perangkat Daerah
Jumlah -
Dokumen
Perencanaan
Perangkat 1.500.000,00 - 1.500.000,00
Daerah
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:]I‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
2.07.01.2.01 | Penyusunan
-0001 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00
Perencanaan
Perangkat Daerah
4.Memper Terwujud
kuat pemban | nya
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
Jumlah kesehat.an, peningkatan Dinas
Tersusunnya Dana prestasi akses dan ) .
Dokumen Dokumen 7 Kab. Alokasi olahraga kualitas Perindustri
Perencanaan Doku 1.500.000,00 | Temangg ’ - 1.500.000,00 | an dan
Perencanaan Perangkat men ung Umum kesetaraan 1ayan_a1_'1 Tenaga
Perangkat Daerah (DAU) gender, serta | pendidikan .
Daerah Kerja
penguatan dan
peran kesehatan
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.02 | Administrasi 5.947.223.412,00 - 0,00
Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Orang - 5.947.223.412,00 - 0,00

yang
Menerima Gaji
dan Tunjangan
ASN
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 L LOKASI NASIONAL DAERAH | SASARA | TARG PAGU PENANGG
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
2.07.01.2.02 | Penyediaan Gaji 5.947.223.412,00 0,00
.0001 dan Tunjangan
ASN
Terwujud
nya
peningkatan
kualitas
infrastruktur
wilayah dan )
Jumlah Orang 48 Dana konektivitas Dinas
Tersedianya Gaji yang Oran Kab. Alokasi antar Perindustri
dan Tunjangan Menerima Gaji 5.947.223.412,00 | Temangg i - 0,00 | an dan
- g/bul Umum wilayah yang
ASN dan Tunjangan an ung (DAU) merata guna Tenaga
ASN mendukung Kerja
aktivitas
ekonomi dan
layanan
publik
2.07.01.2.06 | Administrasi
Umum Perangkat
Daerah 91.528.952,00 Pegawai 91.528.952,00
2.07.01.2.06 | Penyediaan
.0001 Komponen
InstalasiListrik /Pe 5.000.000,00 5.000.000,00
nerangan
Bangunan Kantor
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;(I’{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
4.Memper Terwujud
kuat pemba nya
ngunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
Jumlah Paket kesetaraan layanan
Tersedianya Komponen Dana gender, serta | pendidikan Dinas
Komponen Instalasi 1 Kab. Alokasi penguatan dan Perindustri
Instalasi Listrik/Penerang 2 5.000.000,00 | Temangg Umum peran kesehatan - 5.000.000,00 | an dan
Listrik/Penerangan | an Bangunan Paket ung (DAU) perempuan, Tenaga
Bangunan Kantor Kantor yang pemuda Kerja
Disediakan (generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.06 | Penyediaan Bahan 26.102.950,00 20.639.000,00
.0004 Logistik Kantor
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;(I’{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
kesetaraan layanan
gender, serta | pendidikan
penguatan dan
peran kesehatan Dinas
Tersedianya Bahan JBiﬁlal\ihLEZiik 1 Kab. ADlacl)rlizsi perempuan, Perindustri
. . 2 26.102.950,00 | Temangg pemuda - 20.639.000,00 | an dan
Logistik Kantor Kantor yang Paket Umum . T
Disediakan ¢ ung (DAU) (g(.enteas1 cnaga
milenial dan Kerja
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.06 | Penyediaan Barang 12.027.500,00 17.491.450,00
.0005 Cetakan dan
Penggandaan

65| RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027




URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:]I‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
kesetaraan layanan
Jumlah Paket Dana gzr;dezt:;:lrta gzrrimdlkan Dinas
Tersedianya Barang Cetakan 12 Kab. Alokasi per agrlll kesehatan Perindustri
Barang Cetakan dan 12.027.500,00 Temangg b - 17.491.450,00 an dan
Paket Umum perempuan,
dan Penggandaan Penggandaan ung DAU da Tenaga
yang Disediakan ( ) pemuda Kerja
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.06 | Fasilitasi 13.732.502,00 13.732.502,00
.0008 Kunjungan Tamu
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URUSANY | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
BIDANG URUSAN KELOMP AT
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memper Terwujud
kuat pemban | nya
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
kesetaraan layanan
gender, serta | pendidikan Dinas
Terlaksananya Jumlah Laporan 12 Kab. E{Z rlzaasi pZ?agr? atan i?:ehatan Perindustri
Fasilitasi Fasilitasi Lapor | 13.732.502,00 Temangg p - 13.732.502,00 an dan
. . Umum perempuan,
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu | an ung Tenaga
(DAU) pemuda .
. Kerja
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.06 | Penyelenggaraan 34.666.000,00 34.666.000,00
.0009 Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET PAGU DANA SASARA | TARG PAGU PENANGG
KEGIATAN / 2027 LOKASI NASIONAL DAERAH
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
Terlaksananya Jumlah Laporan Dana lcileas};;%:én gu:llrllfs Dinas
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 Kab. Alokasi gender, serta peyn didikan Perindustri
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi | Lapor 34.666.000,00 | Temangg Umum en z;tan dan - 34.666.000,00 | an dan
dan Konsultasi dan Konsultasi an ung (DAU) per agrlll kesehatan Tenaga
SKPD SKPD b Kerja
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa 533.083.344,00 Pegawai 538.972.344,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00
.0001 Surat Menyurat
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L] ) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
BIDANG URUSAN KELOMP AT
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
kesetaraan layanan
gender, serta | pendidikan Dinas
Terlaksananya Jumlah Laporan 12 Kab. E{Z rlzaasi pZ?agr? atan i?:ehatan Perindustri
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa | Lapor 1.000.000,00 | Temangg p - 1.000.000,00 | an dan
Surat Menyurat Surat Menyurat an ung Umum perempuan, Tenaga
(DAU) pemuda .
. Kerja
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa 76.954.325,00 78.454.325,00
.0002 Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
Jumlah Laporan kesetaraan layanan Dinas
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Dana gender, serta | pendidikan ) .
Komunikasi Komunikasi 12 Kab. Alokasi penguatan dan Perindustri
Sumber D ? A Sumber D ? Ai Lapor 76.954.325,00 | Temangg U kesehat - 78.454.325,00 | an dan
umber Daya Air umber Daya Air mum peran esehatan
dan Listrik dan Listrik yan an ung (DAU) erempuan Teng ga
yang p p ) K
. erja
Disediakan pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa 455.129.019,00 459.518.019,00
.0004 Pelayanan Umum

Kantor
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:]I‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
Jumlah Laporan Dana olahraga, kualitas Dinas
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa 12 Kab. Alokasi kesetaraan layanan Perindustri
Pelayanan Umum Pelayanan Lapor 455.129.019,00 | Temangg Umum gender, serta | pendidikan - 459.518.019,00 | an dan
Kantor Umum Kantor an ung (DAU) penguatan dan Tenaga
yang Disediakan peran kesehatan Kerja
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.09 | Pemeliharaan 125.773.531,00 Pegawai 121.384.531,00
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2.07.01.2.09 | Penyediaan Jasa 71.384.531,00 71.384.531,00
.0002 Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
Tersedianya Jasa pendidikan, ekonomi dan
Pemeliharaan, Jumlah kesehatan, peningkatan
Biaya Kendaraan Dinas Dana prestasi akses dan Dinas
Pemeliharaan, Operasional atau 17 Kab. Alokasi olahraga, kualitas Perindustri
Pajak dan Lapangan yang . 71.384.531,00 Temangg kesetaraan layanan - 71.384.531,00 an dan
. AR Unit Umum s
Perizinan Dipelihara dan ung (DAU) gender, serta | pendidikan Tenaga
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak penguatan dan Kerja
Operasional atau dan Perizinannya peran kesehatan
Lapangan perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.09 | Pemeliharaan 12.155.000,00 10.000.000,00
.0006 Peralatan dan
Mesin Lainnya
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
kesetaraan layanan Dinas
Terlaksananya Jumlah Dana gender, serta | pendidikan ) .
Pemeliharaan Peralatan dan 5 Kab. Alokasi penguatan dan Perindustri
. . . 12.155.000,00 Temangg - 10.000.000,00 an dan
Peralatan dan Mesin Lainnya Unit Umum peran kesehatan
- . . ung Tenaga
Mesin Lainnya yang Dipelihara (DAU) perempuan, Keria
pemuda ]
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.01.2.09 | Pemeliharaan/Reh 42.234.000,00 40.000.000,00
.0009 abilitasi Gedung

Kantor dan
Bangunan Lainnya

73| RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027




URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
Jumlah Gedung kesehatan, peningkatan .
Terlaksananya - Dinas
. Kantor dan Dana prestasi akses dan . .
Pemeliharaan/Reh Baneunan 1 Kab. Alokasi olahraga Kualitas Perindustri
abilitasi Gedung ngu . 42.234.000,00 | Temangg K &2, 1 - 40.000.000,00 | an dan
Kantor dan La}mnya yang Unit ung Umum esetaraan ayanan Tenaga
Baneunan Lainnva D1P?l1h§1ra/ Direh (DAU) gender, serta | pendidikan Keria
gu y: J
abilitasi penguatan dan
peran kesehatan
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2, | 2.07.02 PROGRAM 1.500.000,00 0,00
PERENCANAAN
TENAGA KERJA
Persentase 1,05 1.500.000,00 - 0,00
kegiatan yang %
dilaksanakan
yang mengacu ke
rencana tenaga
kerja
2.07.02.2.01 | Penyusunan 1.500.000,00 Tenaga 0,00
Rencana Tenaga Kerja
Kerja (RTK)
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
Jumlah - 1.500.000,00 - 0,00
Dokumen
Rencana Tenaga
Kerja Makro
2.07.02.2.01 | Penyusunan 1.500.000,00 0,00
.0001 Rencana Tenaga
Kerja Makro
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
Jumlah Dana prestasi akses dan Dinas
Tersusunnya Dokumen 1 Kab. Alokasi olahraga, kualitas Perindustri
Rencana Tenaga R T Doku 1.500.000,00 | Temangg U kesetaraan layanan - 0,00 | an dan
. encana Tenaga mum A
Kerja Makro Keri men ung gender, serta | pendidikan Tenaga
erja Makro (DAU) )
penguatan dan Kerja
peran kesehatan
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
3, | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 305.000.000,00 305.500.000,00
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase 83 % 305.000.000,00 - 305.500.000,00
Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta (LPKS)
yang dibina
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 L LOKASI NASIONAL DAERAH | SASARA | TARG PAGU PENANGG
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
Persentase pencari 54 % 305.000.000,00 - 305.500.000,00
kerja mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan 300.000.000,00 Pencari 300.000.000,00
Unit Kompetensi Kerja
2.07.03.2.01 | Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi 300.000.000,00 300.000.000,00
.0009 bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit
Kompetensi
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan sumber peningkatan
?SagaMTanum kesejahtera
sains, teknologi, an
pendidikan, masyarakat
Jumlah Tenaga gerzeskizt;n’ g:frl;;u;gzm
Terlaksananya Kerja yang DBH olahraga, Kk yac d Dinas
Proses Pelatihan Mendapat 96 Kab. Cukai kesetaraan € 01,1011111 ¢ an Perindustri
Vokasi bagi Pencari | Pelatihan Oran 300.000.000,00 | Temangg | Hasil gender, serta | PE2TE 8 an - 300.000.000,00 | an dan
Kerja berdasarkan Berbasis g ung Tembaka | Penguatan i ST.S an Tenaga
Unit Kompetensi Kompetensi pada u (CHT) peran ualitas Kerja
Tahun 1 perempuan, layan_ar_l
pemuda pendidikan
(generasi dan
milenial dan kesehatan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.03.2.02 | Pembinaan 5.000.000,00 Lembaga 5.500.000,00
Lembaga Pelatihan pelatihan
Kerja Swasta e
swasta
(LPKS)
2.07.03.2.02 | Pembinaan 5.000.000,00 5.500.000,00
.0001 Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
Terlaksananya Jumlah Lembaga Dana olahraga, kualitas quas .
Pembinaan Pelatihan Kerja 20 Kab. Alokasi kesetaraan 1ayan_ar_1 Perindustri
Lemb Pelatih S ¢ Lemb 5.000.000,00 | Temangg U gender, serta | pendidikan - 5.500.000,00 | an dan
embaga Pelatihan wasta yang mum
Kerja Swasta Dibina aga ung (DAU) penguatan dan Teng ga
peran kesehatan Kerja
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
4, | 2.07.04 PROGRAM 30.625.000,00 36.625.000,00
PENEMPATAN
TENAGA KERJA
Persentase Calon | 94,5 8.125.000,00 - 10.125.000,00
Pekerja Migran %
Indonesia (CPMI)
yang terfasilitasi
sesuai prosedur
Persentase CPMI 94,5 18.000.000,00 - 22.000.000,00
yang terfasilitasi %
sesuai prosedur
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
Persentase 33 % 26.125.000,00 - 32.125.000,00
pencari kerja
yang mendapat
penyuluhan dan
bimbingan
jabatan
Persentase
tenaga kerja
yang
ditempatkan
(dalam dan luar 375
negeri) melalui o ’ 26.125.000,00 - 32.125.000,00
mekanisme ?
layanan antar
kerja dalam
wilayah
Kabupaten
Tingkat 70,17 26.125.000,00 - 32.125.000,00
Partisipasi %
Angkatan Kerja
Perempuan
2.07.04.2.01 | Pelayanan antar 22.500.000,00 Pencari 26.500.000,00
Kerja di Daerah kerja
Kabupaten /Kota
2.07.04.2.01 | Pelayanan antar 4.500.000,00 4.500.000,00
.0002 Kerja
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L] ) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
BIDANG URUSAN KELOMP AT
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas .
Jumlah Tenaga Dinas
. . Dana kesetaraan layanan . .
Terwujudnya Kerja yang 300 Kab. Alokasi ender. serta endidikan Perindustri
Pelayanan antar Ditempatkan Oran 4.500.000,00 | Temangg U g ! p - 4.500.000,00 | an dan
. . mum penguatan dan
Kerja Melalui Layanan g ung (DAU) peran kesehatan Tenaga
AKAD dan AKL Kerja
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.04.2.01 | Penyuluhan dan 4.500.000,00 4.500.000,00
.0003 Bimbingan Jabatan
bagi Pencari Kerja
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URUSAN /

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGK
BIDANG URUSAN KELOMP AT
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
Jumlah Pencari kesetaraan layanan .
Terlaksananya Kerja yang Dana gender, serta | pendidikan Dmgs .
Penyuluhan dan Mendapatkan 450 Kab. Alokasi penguatan dan Perindustri
Bimbingan Jabatan | Penyuluhan dan Oran 4.500.000,00 | Temangg Umum peran kesehatan B 4.500.000,00 | an dan
bagi - . A g ung Tenaga
agi Pencari Kerja Bimbingan (DAU) perempuan, Keria
Jabatan pemuda ]
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.04.2.01 | Penyelenggaraan 7.000.000,00 11.000.000,00
.0004 Unit Layanan
Disabilitas
Ketenagakerjaan
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;(I’{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
pendidikan, ekonomi dan
kesehatan, peningkatan
prestasi akses dan
olahraga, kualitas
Jumlah Tenaga kesetaraan layan_ar_l .
Terselenggaranya Kerja Disabilitas Dana gender, serta | pendidikan Dmlas .
Unit Layanan yang 2 Kab. Alokasi penguatan dan Perindustri
Disabilitas Mendapatkan Oran 7.000.000,00 | Temangg Umum peran kesehatan - 11.000.000,00 | an dan
Ketenagakerjaan Fasilitasi g ung (DAU) perempuan, Teng ga
Layanan ULD pemuda_ Kerja
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
2.07.04.2.01 | Perluasan 6.500.000,00 6.500.000,00
.0005 Kesempatan Kerja
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sams, melalui pem
teknologi, berd
pendidikan, erday agn
kesehatan, ekonomi dan
Jumlah Tenaga prestasi peningkatan
Kerja yang olahraga, akses dan Dinas
Terwujudnya Diberdayakan 20 Kab. Dana kesetaraan kualitas Perindustri
- Alokasi gender, serta layanan
Perluasan Melalui program Oran 6.500.000,00 | Temangg yanar - 6.500.000,00 | an dan
: Umum penguatan endidikan
Kesempatan Kerja Perluasan g ung (DAU) peran g Tenaga
Kesempatan an Kerja
; perempuan, kesehatan
Kerja pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
Pelindungan PMI Calon
(Pra dan Purna Pekerja
Penempatan) di Migran
Daerah Indonesia
2.07.04.2.04 | Kabupaten/Kota 8.125.000,00 (CPMI), 10.125.000,00
Pekerja
Migran
Indonesia
(PMI),
2.07.04.2.04 | Peningkatan 8.125.000,00 10.125.000,00
.0001 Pelindungan dan

Kompetensi Calon
Pekerja Migran
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
Indonesia
(PMI) / Pekerja
Migran Indonesia
(PMI)
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
(SDM), masyarakat
sains, melalui pem
teknologi, berdayaan
Terlaksananya pendidikan, ekonomi dan
Peningkatan kesehat.an, peningkatan
Pelindungan dan Jumlah Dana Igf;ﬁizs; iﬁ:i;san Dinas
Kompetensi Calon CPMI/PMI yang 10 Kab. Alokasi kese ta?a;m lavanan Perindustri
Pekerja Migran Dilindungi dan Oran 8.125.000,00 | Temangg Umum gender, serta peyn didikan - 10.125.000,00 an dan
Indonesia Ditingkatkan g ung (DAU) en a{tan dan Tenaga
(CPMI) /Pekerja Kompetensinya pengu keseh Kerja
Migran Indonesia peran esehatan
(PMI) perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
5, | 2.07.05 PROGRAM 60.000.000,00 60.000.000,00
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Persentase 100 60.000.000,00 - 60.000.000,00
penyelesaian %
perselisihan
hubungan
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
industrial
melalui mediasi
Persentase 75 % 60.000.000,00 - 60.000.000,00
Perusahaan yang
membayar upah
sesuai UMK
Persentase 42,97 60.000.000,00 - 60.000.000,00
perusahaan yang | %
menjalankan
norma
ketenagakerjaan
Persentase 47 % 60.000.000,00 - 60.000.000,00
terpenuhinya
fasilitas
kesejahteraan
pekerja
2.07.05.2.02 | Pencegahan dan 60.000.000,00 Perusaha 60.000.000,00
Penyelesaian an dan
Perselisihan Pekerja
Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja dan
Penutupan
Perusahaan di
Daerah
Kabupaten /Kota
Pencegahan
Perselisihan
Hubungan
Industrial, Mogok
2.07.05.2.02 | Kerja, dan 60.00
.0001 Penutupan COLTLOnY 0.000,00
Perusahaan yang
Berakibat/Berdam
pak pada

Kepentingan di 1
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;‘I’{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 el LOKASI NASIONAL DAERAH | SASARA | TARG PAGU PENANGG
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota
4.Memperk Terwujudny
uat pemban a
gunan peningkatan
sumber daya | kesejahtera
manusia an
Terlaksananya (SDM)’ masyarja.kat
Pencegahan sains, melalui pem
Perselisihan teknologi, berdayaan
Hubungan pendidikan, ekor_lomi dan
Industrial, Mogok Dana k;::se::;tian, girslgslgé(;;an Dinas
Kerja, dan Jumlah 8 Kab. Alokasi Iglahra a Kualitas Perindustri
Penutupan Perselisihan yang | Perka 60.000.000,00 | Temangg Umum kesetafa;m lavanan - 60.000.000,00 | an dan
Perusahaan yang Dicegah ra ung yanar Tenaga
- (DAU) gender, serta | pendidikan .
Berakibat/Berdam Kerja
pak pada penguatan dan
Kepentingan di 1 peran kesehatan
(Satu) Daerah peremc{)uan,
Kabupaten/Kota pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan penyan
dang
disabilitas.
3 URUSAN 895.000.000,00 905.000.000,00
PEMERINTAHAN
PILIHAN
3.31 URUSAN 895.000.000,00 905.000.000,00
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:]I‘\TGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG el PENANGG
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
6, 3.31.02 PROGRAM 877.500.000,00 887.500.000,00
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Persentase 51,55 877.500.000,00 - 887.500.000,00
industri yang %
berbasis pada
komoditas
unggulan daerah
3.31.02.2.01 | Penyusunan dan 877.500.000,00 Pelaku 887.500.000,00
Evaluasi Rencana Industri
Pembangunan
Industri
Kabupaten /Kota
3.31.02.2.01 | Koordinasi, 15.000.000,00 25.000.000,00
.0003 Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri
5.Melanjutk Terwujudny
an hilirisasi a
dan menge peningkatan
mbangkan kesejahtera
Terselenggaranya Jumlah . industr_i an
. > Dokumen Hasil berbasis masyarakat .
Koordinasi, . . . Dinas
) S Koordinasi, Dana sumber daya | melalui pem . .
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan 1 Kab. Alokasi alam untuk berdayaan Perindustri
Pelaksanaan lak ’ Doku 15.000.000,00 | Temangg U . Kk yac d - 25.000.000,00 | an dan
Pembangunan pelaksanaan men ung mum menin | ekonomi dan Tenaga
Pembangunan (DAU) gkatkan nilai | peningkatan .
Sumber Daya S . Kerja
Industri umber. Daya tambah di akse§ dan
Industri dalam kualitas
negeri. layanan
pendidikan
dan
kesehatan
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Bmgﬁgst?guls AN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 | PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG sy PENANGG
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
3.31.02.2.01 | Koordinasi, 850.000.000,00 850.000.000,00
.0004 Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri
Terwujudny
a
peningkatan
Jumlah kesejahtera
Terselenggaranya Dokumen Hasil ?r?as arakat
Koordinasi, Koordinasi, DBH meleﬂui em Dinas
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan | 1 Kab. Cukai berda. aZn Perindustri
Pelaksanaan Pelaksanaan Doku 850.000.000,00 | Temangg | Hasil ekono}r’ni dan - 850.000.000,00 | an dan
Pembangunan Pembangunan men ung Tembaka ninekatan Tenaga
Sarana dan Sarana dan u (CHT) g}isesgdan Kerja
Prasarana Industri Prasarana .
Industri kualitas
layanan
pendidikan
dan
kesehatan
3.31.02.2.01 | Koordinasi, 7.500.000,00 7.500.000,00
.0005 Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS KE(I;?{MP b AQEAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
SUBKEGIATAN INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
OUTPUT JAWAB
5.Melanjutk Terwujudny
an hilirisasi a
dan menge peningkatan
Jumlah Tnbangl?an kesejahtera
Terselenggaranya Dokumen Hasil Lrglblzgls ?r?as arakat
Koordinasi, Koordinasi, Dana sumber dava mela}iui em Dinas
Sinkronisasi dan Sinkronisasi, dan | 1 Kab. Alokasi alam un tul}il berda agn Perindustri
Pelaksanaan Pelaksanaan Doku 7.500.000,00 | Temangg Umum menin ekono}r’ni dan - 7.500.000,00 | an dan
Pemberdayaan Pemberdayaan men ung (DAU) katkan nilai eninekatan Tenaga
Industri dan Peran | Industri dan %ambah di stesgdan Kerja
Serta Masyarakat Peran Serta .
Masyarakat dalarr_l kualitas
negeri. layanan
pendidikan
dan
kesehatan
3.31.02.2.01 | Pelaksanaan 5.000.000,00 5.000.000,00
.0008 pengawasan
Jaminan Produk
Halal (JPH) di level
Kabupaten /Kota
Terwujudny
a
- Jumlah objek penipgkatan
pengawasan kesejahtera
jaminan produk an ak
Terlaksananya halal yang dapat Dana E:lseﬁ?; :I; Dinas
pengawasan diawasi - 1 Kab. Alokasi berda. agn Perindustri
Jaminan Produk Jumlah program | Doku 5.000.000,00 | Temangg Umum - ekono}r’ni dan - 5.000.000,00 | an dan
Halal (JPH) di level | pengawasan men ung . Tenaga
> (DAU) peningkatan )
Kabupaten/Kota Jaminan produk akses dan Kerja
halal yang dapat Kualitas
diimplementasik
an layanan
pendidikan
dan
kesehatan
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NO

KODE

URUSAN /
BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAR
GET
2027

PAGU
INDIKATIF

LOKASI

SUMBER
DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMP

SASARA

PRAKIRAAN MAJU 2028

TARG
ET

PAGU

INDIKATIF

PERANGK
AT
DAERAH
PENANGG
UNG
JAWAB

3.31.03

PROGRAM
PENGENDALIAN
IZIN USAHA
INDUSTRI

5.000.000,00

5.000.000,00

Persentase
pembinaan dan
pengawasan
perizinan
berusaha sektor
industri

1%

5.000.000,00

5.000.000,00

3.31.03.2.01

Penerbitan Izin
Usaha Industri
(IUI), Izin
Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan
Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan
Kabupaten /Kota

5.000.000,00

Industri
Kecil
Menenga
h (IKM)

5.000.000,00

3.31.03.2.01
.0003

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap Perizinan
Berusaha sektor
perindustrian yang
menjadi
kewenangan
Kabupaten /Kota

5.000.000,00

5.000.000,00

Terselenggaranya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap Perizinan
Berusaha sektor
perindustrian
dengan skala

-Jumlah dokumen
hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap Perizinan
Berusaha industri
dengan skala usaha
Industri Kecil dan
Industri Menengah

Doku
men

5.000.000,00

Kab.
Temangg
ung

Dana
Alokasi
Umum
(DAU)

5.Melanjutk
an hilirisasi
dan menge
mbangkan
industri
berbasis
sumber daya
alam untuk

Terwujudny
a
peningkatan
kesejahtera
an
masyarakat
melalui pem
berdayaan

5.000.000,00

Dinas
Perindustri
an dan
Tenaga
Kerja
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:'II‘\IGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG ) e
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
usaha Industri yang berlokasi di menin ekonomi dan
Kecil dan Industri satu Kab./Kota gkatkan nilai | peningkatan
Menengah yang sepanjang tambah di akses dan
berlokasi di satu merupakan dalam kualitas
Kab./Kota Penanaman negeri. layanan
sepanjang Modal Dalam pendidikan
merupakan Negeri dan selain dan
Penanaman Modal bidang usaha kesehatan
Dalam Negeri dan tertentu yang
selain bidang menjadi
usaha tertentu kewenangan
yang menjadi pemerintah
kewenangan pusat
pemerintah pusat
8, | 3.31.04 PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI 12.500.000,00 12.500.000,00
INDUSTRI
NASIONAL
Persentase 2,2 %
industri yang
terdaftar dalam 12.500.000,00 - 12.500.000,00
SIINas
3.31.04.2.01 | Penyediaan
Informasi Industri
untuk Informasi
L 12.500.000,00 KM 12.500.000,00

IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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URUSAN /

BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP PRAKIRAAN MAJU 2028 PER:]I‘\TGK
/ PROGRAM / TAR SUMBER PRIORITAS OK DAERAH
NO KODE OUTCOME / INDIKATOR GET DANA
KEGIATAN / 2027 PAGU LOKASI NASIONAL | DAERAH | SASARA | TARG hASy R
INDIKATIF N ET INDIKATIF UNG
SUBKEGIATAN JAWAB
OUTPUT
Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
8.31.04.2.01 | cita Data Lain 12.500.000,00 12.500.000,00
.0001 :
Lingkup
Kabupaten /Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)
Jumlah 5.Melanjutk Terwujudny
Dokumen Hasil an hilirisasi a
Fasilitasi dan menge peningkatan
Terfasilitasinya Pengumpulan, mbangkan kesejahtera
Pengumpulan, Pengolahan dan industri an
Peng.ol.ahan dan Analisis Data berbasis masyarakat
Analisis Data Industri, Data sumber daya | melalui pem Dinas
Industri, Data Kawasan 1 Kab Dana alam untuk berdayaan Perindustri
Kawasan Industri i ap. Alokasi . ; erindustri
; Industri serta Doku 12.500.000,00 | Temangg menin ekonomi dan - 12.500.000,00 | an dan
serta Data Lain Data Lain men ung Umum gkatkan nilai | peningkatan Tenaga
Lingkup Lingkup (DAU) tambah di akses dan Kerja
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam kualitas
Melalui Sistem Melalui Sistem negeri. layanan
Informasi Industri Informasi pendidikan
Nasional (SIINas) Industri Nasional dan
(SIINas) kesehatan

JUMLAH

7.991.234.239,00

2.060.510.827,00

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temangung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka
melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan
mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten
Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun
2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan
sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya
disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun
2027.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan
Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 dengan RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

+ /-
KERJA TAHUN 2027 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027 (+/-)
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan . . Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Pagu
N P Indikatif N
° Daerah, dan Program/Kegiatan agu Indikati ° Daerah, dan Program/Kegiatan Indikatif Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA

7.096.234.239

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA

7.096.234.239

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.699.109.239

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.699.109.239

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

1.500.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

1.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

1.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

1.500.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.947.223.412

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.947.223.412

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.947.223.412

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.947.223.412

Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.528.952 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.528.952
Pfeny.edlaan Komponen Instalasi 5.000.000 Pfeny.edlaan Komponen Instalasi 5.000.000
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.102.950 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.102.950
Penyediaan Barang Cetakan dan 12.027.500 Penyediaan Barang Cetakan dan 12.027.500
Penggandaan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.732.502 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.732.502
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 34.666.000 Konsultasi SKPD 34.666.000
P i P j P i P j

enye§1aan Jasa Penunjang Urusan 533 083.344 enyeshaan Jasa Penunjang Urusan 533 083.344
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000
P i K ikasi D P i K ikasi D

.enyed1a:.1n J asa Komunikasi, Sumber Daya 76.954.395 ?nyedlagn J asa Komunikasi, Sumber Daya 76.954.395
Air dan Listrik Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 455.129.019 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 455.129.019
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KERJA TAHUN 2027

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

(+/-)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 125.773.531 Urusan Pemerintahan Daerah 125.773.531
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 71.384.531 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 71.384.531
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.155.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.155.000
Pemeliharaan/ Rel.lab1l1ta51 Gedung Kantor 49.934.000 Pemeliharaan/ Re}?ab111ta31 Gedung Kantor 42.934.000
dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1.500.000 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1.500.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 1.500.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 1.500.000
(RTK) (RTK)

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 1.500.000 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 1.500.000
Makro Makro

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 305.000.000 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 305.000.000
Pelaksanaa.n Pelatihan berdasarkan Unit 300.000.000 Pelaksanaa'n Pelatihan berdasarkan Unit 300.000.000
Kompetensi Kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 300.000.000 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 300.000.000
Klaster Kompetensi Klaster Kompetensi

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.000.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.000.000 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 5.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 30.625.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 30.625.000
Pelayanan antar Kerja di Daerah 92.500.000 Pelayanan antar Kerja di Daerah 99.500.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pelayanan antar Kerja 4.500.000 Pelayanan antar Kerja 4.500.000
Penyuh.Jhan. dan Bimbingan Jabatan bagi 4.500.000 Penyuh.,lhan. dan Bimbingan Jabatan bagi 4.500.000
Pencari Kerja Pencari Kerja

Penyelenggal‘*aan Unit Layanan Disabilitas 7 000.000 Penyelenggal.*aan Unit Layanan Disabilitas 7 000.000
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan

Perluasan Kesempatan Kerja 6.500.000 Perluasan Kesempatan Kerja 6.500.000
Perlindungan PMI (Pra dan Purna 8.125.000 Perlindungan PMI (Pra dan Purna 8.125.000

Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

94 | RENCANA KERJA DINPERINAKER TAHUN 2027




KERJA TAHUN 2027

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

(+/-)

Peningkatan perlindungan dan Kompetensi

Peningkatan perlindungan dan Kompetensi

Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 8.125.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 8.125.000
Migran Indonesia (PMI) Migran Indonesia (PMI)

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 60.000.000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 60.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan di Daerah 60.000.000 Penutupan Perusahaan di Daerah 60.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan Hubungan Pencegahan Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 60.000.000 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 60.000.000
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kepentingan di 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN 895.000.000 PERINDUSTRIAN 895.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI 877.500.000 PEMBANGUNAN INDUSTRI 877.500.000
Penyusunan dan Evah,.la31 Rencana 877 500.000 Penyusunan dan Evah,.las1 Rencana 877 500.000
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksf'maan 15.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksfemaan 15.000.000
Pembangunan Sumber Daya Industri Pembangunan Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan . 850.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan . 850.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 7.500.000 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 7.500.000
Masyarakat Masyarakat

Pelaksanaan pengawasan Jaminan Pelaksanaan pengawasan Jaminan

Produk Halal (JPH) di level 5.000.000 Produk Halal (JPH) di level 5.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA

INDUSTRI 5.000.000 INDUSTRI 5.000.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin 5.000.000 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin 5.000.000

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
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RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA TAHUN 2027 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027 (+/-)
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
ter}'ladap ?erizinan Beru.sa}}a sektor 5.000.000 ter}'ladap ?erizinan Beru.sa}'la sektor 5.000.000
perindustrian yang menjadi kewenangan perindustrian yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 12.500.000 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 12.500.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Penyediaan Informasi Industri untuk
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan 12.500.000 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan 12.500.000
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota 12.500.000 serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota 12.500.000
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) (SIINas)
7.991.234.239 7.991.234.239

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2027
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Dari Tabel 4.1. tabel Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2027 dapat
diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun
2027.
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BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan
suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui
dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai
berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

EVALUASI
HASIL TARGET

INDIKATOR SATUAN RENJA TAHUN KETERANGAN

2025
(realisasi) 2027

V | INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

78,74-
79,12

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
Cakupan Kepesertaan
2 Jaminan Sosial % 86,15 63,45 DINPERINAKER
Ketenagakerjaan
Urusan Pemerintahan Pilihan

% 77,77 DINPERINAKER

Perindustrian

1 | Rasio PDRB Industri % 25,34 27,8 DINPERINAKER
Pengolahan

Persentase Pertambahan
2 Jumlah Industri Kecil dan % 0,38 0,41 DINPERINAKER
Menengah di Kabupaten

;| Nilai IRM Perangkat Angka 86,71 86,73 DINPERINAKER
Daerah

9 Nilai AKIP Perangkat Angka 72,55 73,2 DINPERINAKER
Daerah

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program
pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan
ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari
suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut
berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja sebagaimana tabel berikut.
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NO URUSAN

IKK HASIL

Tabel 5.2

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

RUMUS/PERSAMAAN

SATUAN

EVALUASI
HASIL
RENJA 2025

TARGET

2027

SUMBER DATA

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

(realisasi)

1 Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang

Jumlah kegiatan keseluruhan yang
dilaksanakan yang mengacu ke RTKD

dilaksanakan yang mengacu % 91,67 1,05 DINPERINAKER
ke rencana tenaga kerja Jumlah kegiatan keseluruhan yang

dilaksanakan di Kabupaten

. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat . .

Persentase Tenaga Kerja kompetensi o Indikator lama tidak DINPERINAKER
Bersertifikat Kompetensi ? digunakan

Jumlah tenaga kerja keseluruhan
Tingkat Produktivitas Tenaga | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) o Indikator lama tidak DINPERINAKER
Kerja Jumlah tenaga kerja ’ digunakan
Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja iulmllal;{ P(?rusahalan y Eng menerapkan tata
yang layak (PP/PKB, LKS clola kerja yang laya o
Bipartit, Struktur Skala Upah, %o 29,77 28,45 DINPERINAKER
dan terdaftar peserta BPJS Jumlah Perusahaan
Ketenagakerjaan).

Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau

pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan
Persentase pekerja bukan Jamlnan sosial ketenagakerjaan yang .berasal

. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

penerima upah dan atau Kab ten /Kot )
pekerja rentan yang abupaten/Kota bIndll;atort
mendapatkan perlindungan % 100 aru targe DINPERINAKER

jaminan sosial
ketenagakerjaan

Jumlah target pekerja bukan penerima upah
dan atau pekerja rentan yang mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten /Kota

belum ada di
RPJMD
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NO URUSAN

IKK HASIL

RUMUS/PERSAMAAN

SATUAN

EVALUASI
HASIL
RENJA 2025

TARGET

SUMBER DATA
2027

(realisasi)

Persentase Tenaga kerja yang | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang
ditempatkan (dalam dan luar ditempatkan
6 negeri) melalui mekanisme % 60,40 37,5 DINPERINAKER
la'}llanal'? I?ngar Kerja dalam Jumlah pencaker yang terdaftar
wilaya abupaten
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
. ) _ | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n -
Pertambahan jumlah industri | jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)
7 kecil dan menengah di % 0,38 0,41 DINPERINAKER
kabupaten ) ) )
Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1
Persentase pencapaian Jika terdapat N indikator pembangunan industri
sasaran erIr)lban Il),lnan dalam RPIK makan nilai masing-masing bobot
- Y & indikator adalah (100/N)% . Untuk masing . .
industri termasuk turunan . PR Indikator lama tidak
8 L masing penilaian indikator adalah persentase % . DINPERINAKER
indikator pembangunan e R . . s o digunakan
industri dalam RIPIN yang capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%
ditetapkan dalam RPTK nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator
p tersebut
9 Perindustria
n Persentase jumlah hasil
pemantauan dan pengawasan | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam
i i laporan hasil pemantauan
dengan jumlah Izin Usaha P P Indikator lama tidak DINPERINAKER
9 Industri (IUI) Kecil dan % diounakan
Industri Menengah yang o ) 9
dikeluarkan oleh instansi Jumlah izin yang dikeluarkan
terkait
Tersedianya informasi industri dengan batas
waktu 0-6 bulan, Tersedianya informasi industri
. . .. . | dengan batas waktu 7-12 bulan, Informasi . .
10 Tersedianya informasi 1r}d},1$tr1 produksi dan kapasitas produksi, Informasi % Indzkaffor lama tidak DINPERINAKER
secara lengkap dan terkini . digunakan
bahan baku dan bahan penolong, Informasi
bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja,
Informasi investasi
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NO URUSAN

IKK HASIL

RUMUS/PERSAMAAN

SATUAN

EVALUASI
HASIL
RENJA 2025

TARGET

2027

SUMBER DATA

11

Pencapaian sasaran
pembangunan industri
daerah, meliputi: 1.
Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto
sektor industri pengolahan

nonmigas kabupaten/kota; 2.

Kontribusi sektor industri
pengolahan nonmigas
terhadap Produk Domestik
Regional Bruto
Kabupaten/Kota; 3. Jumlah
tenaga kerja sektor industri
pengolahan nonmigas
kabupaten /kota; 4. Nilai
ekspor sektor industri
pengolahan nonmigas
kabupaten/kota 5. Nilai
investasi sektor industri
pengolahan nonmigas
kabupaten /kota

Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan
industri daerah dihitung dengan cara
membandingkan antara target yang ada dalam
dokumen perencanaan dengan realisasi yang
dicapai.

%

(realisasi)

94,40

Indikator
baru target
belum ada di
RPJMD

DINPERINAKER

12

Persentase realisasi investasi
sektor industri dibandingkan
realisasi investasi seluruh
sektor

Nilai investasi sektor industri

Total investasi seluruh sektor

%

22,38

Indikator
baru target
belum ada di
RPJMD

DINPERINAKER

13

Persentase kepatuhan pelaku
usaha industri kecil dan
menengah yang melaporkan
informasi melalui Sistem
Informasi Industri Nasional

Jumlah pelaku usaha industri kecil dan
menengah yang melaporkan informasi industri
melalui Sistem Informasi

Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan
menengah

%

Indikator
baru target
belum ada di
RPJMD

DINPERINAKER

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2026
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Pada Tahun 2027 dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Kunci

(IKK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

sebagai upaya penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan

kebutuhan pengukuran kinerja perangkat daerah. Penyesuaian tersebut

mengakibatkan beberapa indikator pada tahun sebelumnya tidak lagi

digunakan serta digantikan dengan indikator baru. Oleh karena itu,

terdapat indikator yang belum memiliki data evaluasi tahun sebelumnya

maupun target dalam dokumen RPJMD. Adapun indikator baru yang

mulai digunakan pada Tahun 2027 meliputi:

1. Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang

mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:
1.Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri
pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri
pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan
nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan
nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan
nonmigas kabupaten/kota

. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi
investasi seluruh sektor.

. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang
melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas).
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BAB VI
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang,
hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027
diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih
akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun
politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang
dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 yang telah tersusun akan
memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihat
yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah
direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 yang
telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi
Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar
dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran
pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya
pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya
akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya
kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja
Operasional sebesar 94,93%, realisasi Belanja Modal sebesar 0% (tidak
ada alokasi anggaran belanja modal), sehingga dapat dikatakan kinerja
efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026
sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar
21,46% realisasi Belanja Modal sebesar 0% (belum terlaksana).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar
Rp. 7.991.234.239,- yang terdiri dari 8 (delapan) program antara lain
program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota; program

perencanaan tenaga kerja; program pelatihan kerja dan produktivitas
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tenaga kerja; program penempatan tenaga Kerja; program hubungan
industrial; program perencanaan dan pembangunan industri, program
pengendalian izin usaha industri; dan program pengelolaan sistem
informasi industri nasional.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan
harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan
sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai
dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan

dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Juli 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
T
KABOPATEN TEMANGGUNG,

NIP‘*19660712 199403 2 006
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